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KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah
melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan
oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah dengan berdasar atas azas tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) Nomor 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri ini menjabarkan
urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo yakni sub
urusan informasi dan komunikasi publik dan sub urusan aplikasi
informatika. Selain itu, PM Kominfo ini juga mengatur
penyelenggaraan Sub urusan tersebut di Dinas Kominfo
Provinsi/Kabupaten/Kota, agar penyelenggaraan pemerintahan
daerah bisa berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.

Pada Pasal 4 PM Kominfo Nomor 8 tahun 2019 ini disebutkan
bahwa sub urusan informasi dan komunikasi publik yang
dikonkurenkan terdiri dari kehumasan Pemerintah Daerah serta
11 kegiatan lain yang menjadi tugas Dinas Kominfo
Provinsi/Kabupaten/Kota. Agar tugas tersebut dapat
diselenggarakan dan dilaksanakan dengan baik, maka Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyusun petunjuk
teknis dari semua kegiatan tersebut.



Buku ini merupakan petunjuk teknis untuk melaksanakan
kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang secara garis besar
terdiri dari : a) penjelasan teknis pelayanan informasi publik,
b) tugas dan fungsi PPID, c) pengklasifikasian informasi publik.
d) pengelolaan sengketa informasi dan e) pengelolaan informasi
publik di desa.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan/referensi untuk
membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kominfo.

Jakarta, Oktober 2020
Direktur Jenderal Iffbrmasi
dan Komunikapi Publik

Prof. Dr. WidodoQMuktiyo
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaku pembina teknis urusan pemerintahan konkuren
bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang
untuk:

a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika meliputi sub urusan informasi dan komunikasi
publik dan aplikasi informatika. Secara rinci, sub urusan
informasi dan komunikasi publik meliputi aktivitas:

a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan
komunikasi publik;

b. monitoring opini dan aspirasi publik;

c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi Pemda;



d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi
Publik;

pengelolaan Media Komunikasi Publik;
pelayanan Informasi Publik;

layanan hubungan media;

om0

. kemitraan dengan pemangku kepentingan,;

e

manajemen komunikasi krisis;
j- penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan

k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi
informasi di daerah

Petunjuk teknis ini secara spesifik menjabarkan aktivitas
pelayanan informasi publik yang spesifik pada pelaksanaan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Fungsi PPID merupakan salah satu perwujudan
pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan merupakan salah
satu peraturan yang mewajibkan penyediaan informasi publik
oleh badan publik, khususnya badan publik negara, untuk
disampaikan kepada masyarakat. Kehadiran UU KIP
diharapkan dapat memastikan semua badan publik
menyampaikan segala aktivitas atau kinerjanya secara terbuka
dan akuntabel, baik kinerja keuangan, operasional maupun
substansi untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Kinerja
Badan Publik yang aktif menyampaikan informasi akan
memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan
publik berbanding lurus dengan baiknya kualitas pelayanan
publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,
mencegah korupsi dan mengoptimalkan pengawasan



masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Selain itu,
akses pada informasi publik dapat menjadi cara dalam
mewujudkan interaksi komunikasi yang lebih baik antara
badan publik dengan masyarakat. meningkatkan kualitas
interaksi komunikasi antara negara dan masyarakat, untuk
mewujudkan masyarakat informasi Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan
informasi, UU KIP mengamanatkan pada Badan Publik untuk
menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
PPID harus mampu menjamin ketersediaan dan akselerasi
layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima.

Pada dasarnya, UU KIP menyebutkan bahwa setiap
informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
warga negara, meskipun ada informasi yang dikecualikan
berdasarkan kepentingan publik. Besarnya implikasi UU ini,
seringkali membuat badan publik bersikap hati-hati dan
menunggu. Kehati-hatian badan publik dalam
mengimplementasikan UU ini juga dipengaruhi oleh
pemahaman terhadap pelaksanaan secara teknis operasional,
meskipun Komisi Informasi Pusat sudah mengeluarkan
beberapa peraturan terkait, antara lain Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi. Keraguan yang umum terjadi
adalah penentuan layak tidaknya sebuah informasi diberikan
kepada pemohon informasi publik atau masyarakat, melalui
uji konsekuensi. Selain itu, ada pula keraguan terhadap
pembagian fungsi PPID Pembantu serta peran PPID utama.



Petunjuk teknis ini akan mencakup pelaksanaan fungsi

PPID mulai dari kelembagaan, pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, klasifikasi informasi publik, dan menghadapi
sengketa informasi publik. Isi pedoman ini dirujuk dari
beberapa regulasi dan materi sebagai berikut:

1.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Standar Layanan Informasi Publik Desa

. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan
Daerah

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika



B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan
penyusunan pedoman ini sebagai berikut:

Maksud Pedoman:

1)

Sebagai Panduan bagi setiap badan publik negara dalam
menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan
informasi dan dokumentasi, penetapan PPID.

Sebagai sebuah panduan, pedoman ini ditujukan khususnya
bagi badan publik negara di pemerintah provinsi/
kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan UU KIP
dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika. Pedoman ini disusun dengan harapan
pemerintah daerah dapat menjalankan layanan komunikasi
dan informasi publik dengan maksimal

Tujuan Pedoman:

1)

Memberikan panduan kepada badan publik pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dalam meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk
menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas.

Memberikan panduan dalam pengkategorian informasi
publik yang sesuai dengan UU KIP, yaitu informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi
yang wajib di umumkan secara serta merta, dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat,



3) Memberikan panduan dalam melakukan pengklasifikasian
dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang
dikecualikan,

4) Memberikan panduan pelayanan informasi publik secara
cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara
sederhana,

S5) Memberikan panduan dalam mengelola keberatan dan
penyelesaian sengketa informasi.

6) Memberikan panduan dalam menyusun organisasi PPID
serta mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi
dan dokumentasi

. Ruang Lingkup

Pedoman ini dirancang berdasarkan best practices, regulasi
yang sudah ada dan pengalaman beberapa badan publik baik
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam mengelola
dan memberikan layanan informasi publik. Hal-hal yang
tercantum dalam pedoman ini meliputi penjelasan mengenai
aspek:

a. Dasar hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. Aspek kelembagaan yang mencakup pengertian dan
kewajiban badan publik, tugas dan wewenang, penunjukkan
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), standar
operasional prosedur, serta organisasi PPID;

c. Aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi;

d. Pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengujian
Konsekuensi;

e. Pelaporan layanan informasi publik;



f.

e

Pengelolaan Keberatan dan penyelesaian Sengketa informasi
publik

Pengelolaan informasi publik di desa, serta;

. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam

implementasi UU KIP terutama mengenai pengelolaan
informasi dan dokumentasi di lingkungan badan publik
negara (Frequently Asked Question - FAQ).

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang yang berkaitan dengan pengelolaan

informasi dan dokumentasi, antara lain :

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 28F

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 48406);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5149)

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang
Organisasi Kementerian Negara

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan
Instansi Pemerintah;



n. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara
Nomor 1);

0. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

p. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

q. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik ini
yang dimaksud dengan:

a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
UU KIP serta informasi lainnya yang berkaitan dengan
kepentingan publik.
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Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan

langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk
dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan
tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang
diajukan oleh Pemohon Informasi publik.

Petugas Meja Informasi adalah staf badan publik yang
bertanggungjawab memberikan layanan Informasi Publik
melalui Meja Informasi.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik
serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan
pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan
perolehan Informasi Publik di badan publik.

. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi

keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu
suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses
oleh pemohon informasi publik



j-

Surat penetapan klasifikasi adalah surat penetapan terhadap
informasi yang dikecualikan oleh PPID berdasarkan
pengujian konsekuensi

Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan adalah
mengubah dasar hukum dan konsekuensi terhadap suatu
informasi yang dikecualikan dan tetap menjadi informasi
yang dikecualikan.

11






BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sesuai amanat UU KIP, untuk mewujudkan pelayanan
yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik wajib
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). Secara sederhana, PPID adalah pejabat yang ditugaskan
menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi
dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Dengan keberadaan
PPID, masyarakat yang akan mengajukan permohonan
informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani
lewat satu pintu. Selain itu, ketersediaan dan publikasi
informasi publik juga terjamin karena merupakan salah satu
kewajiban PPID.

2

‘PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan berkaitan erat dengan pengarsipan,
pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.”

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Permenkominfo
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunkasi dan Informatika,
PPID terdiri dari:

a. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. PPID Pembantu, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat
daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala

13



bagian pada sekretariat daerah Kabupaten/Kota, sekretaris
dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah,
dan sekretaris camat.

c. PPID pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan
informasi dan komunikasi publik.

FAQ: Sekretaris DPRD merupakan pejabat eselon II, apakah peran
PPID pembantu dapat didelegasikan ke pejabat di bawahnya?

Jawaban: Untuk kepentingan kelancaran pekerjaan teknis PPID
Pembantu, peran dapat didelegasikan ke pejabat yang melaksanakan
tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di internal Sekretariat
DPRD, misalnya Kepala Subbagian Dokumentasi, Informasi, dan
Publikasi di Sekretariat DPRD. Pendelegasian tugas harus

ditetapkan dalam suatu keputusan internal tertulis.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas, badan publik
negara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan
jabatan fungsional tertentu, seperti Pranata Humas, Arsiparis,
Pranata Komputer, dan yang lainnya. Tugas dan fungsi dalam
kegiatan PPID dapat dijadikan sumber angka kredit ASN
Jabatan Fungsional Tertentu tersebut. Berikut adalah tabel
contoh pekerjaan PPID Utama disandingkan dengan butir-
butir kegiatan tiga jabatan fungsional tertentu, yaitu Pranata
Humas, Arsiparis, dan Pranata Komputer yang sesuai.

Contoh Tabel Sandingan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional
Pranata Humas, Arsiparis, dan Pranata Komputer dengan
tugas PPID Utama
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B. Tugas dan Wewenang PPID
1. Tugas PPID Utama

a.

b.

Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat,
tepat dan sederhana

menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi publik, termasuk mengembangkan sistem
pelayanan informasi publik

Menyusun standar operasional prosedur terkait
pengelolaan dan pelayanan informasi publik

1)

2)

3)

4)

. Mengkoordinasikan:

pengumpulan dan penyimpanan seluruh bahan
informasi publik dari setiap unit/satuan/PPID
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu
sesuai dengan peraturan perundangan

pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap
unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka
pembuatan dan pemutakhiran Informasi Publik

penyusunan pengkategorian informasi publik yang

meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi Publik

memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik melalui media yang efektif
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan Bahasa setempat
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S) pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbagai unit
pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan
Informasi Publik;

6) pemutakhiran informasi publik oleh pimpinan masing-
masing unit/satuan kerja secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

7) pengklasifikasian informasi publik dengan persetujuan
atasan PPID serta menetapkan klasifikasi informasi
yang dikecualikan

8) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur

9) pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa
informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

. melakukan pengujian tentang konsekuensi sesuai

peraturan perundangan sebelum menyatakan informasi
publik tertentu dikecualikan

. Menetapkan informasi publik yang dikecualikan sebagai

informasi yang dapat diakses dalam hal:

1) Informasi telah dinyataan terbuka bagi pemohon
informasi publik/masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau putusan sidang ajudikasi,
pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung

2) Informasi telah habis jangka waku pengecualiannya

3) Ditentukan oleh peranturan perundang-undangan

. Menetapkan pertimbangan tertulis pengecualian

Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal
permohonan Informasi Publik ditolak



. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik
yang dikecualikan beserta alasannya

i. menetapkan dan menugaskan petugas informasi untuk

membantu pelaksanaan tugas PPID Utama pemerintah
daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

j. melakukan pengembangan kapasitas pejabat fungsional

dan petugas layanan informasi guna meningkatkan
kualitas layanan Informasi Publik;

. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dengan
seluruh unit/satuan kerja/PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional

. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi
publik

.membuat, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan
Tahunan kepada Atasan PPID dan kepala daerah serta
menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
provinsi.

. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh unit/satuan
kerja/PPID Pembantu.

. Dalam hal penyelesaian sengketa Informasi Publik di
daerah, PPID Utama bertugas:

1) mengoordinasikan PPID pembantu dalam
menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan
cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat
kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok
sengketa informasi
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2) melakukan pendampingan dan koordinasi dengan
Perangkat PPID, unit teknis, dan/ atau unit yang
memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi
hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum
yang berkaitan dengan tugas terkait dengan
penyelesaian sengketa Informasi Publik;

3) mewakili lembaga dalam Mediasi sengketa informasi
di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh
Atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan
mengambil keputusan serta melaporkan hasil Mediasi
sengketa informasi

4) melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi
dengan memberikan pembuktian kepada majelis
komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima
salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa
informasi.

Jika pengajuan banding terhadap putusan diperlukan, PPID
dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum badan publik negara

tersebut, karena pengajuan banding dilakukan melalui Biro

Hukum.

2. Wewenang PPID Utama

a. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses
publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang
konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan
bersama dengan unit/satuan kerja/PPID pembantu
terkait

b. menolak permohonan informasi publik apabila informasi
yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang



Dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk
membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar
Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik
memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

. Meminta informasi kepada perangkat PPID pemilik

informasi dalam hal informasi pubik yang dimohonkan
oleh pemohon informasi publik yang tidak dikuasai PPID
Utama namun dikuasai oleh perangkat PPID yang
menjadi cakupan kerjanya

. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya

melakukan koordinasi dengan PPID pembantu dan/atau
unit terkait dalam menyelesaikan keberatan

. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman

atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di
Badan Publiknya.

3. Tugas PPID Pembantu

a.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya

. menyampaikan informasi publik yang berada dibawah

satuan kerjanya kepada PPID Utama secara berkala
atau sesuai kebutuhan;
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c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara
cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima

e. menyediakan meja informasi di lingkup PPID Pembantu
dan memberikan layanan informasi publik kepada
masyarakat

f. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
informasi publik di unit/satuan kerjanya

g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

4. Tugas Atasan PPID

a. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian
informasi yang diusulkan oleh PPID Utama

b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon informasi publik paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan
dalam register keberatan

c. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5. Wewenang Atasan PPID

a. memberikan kuasa kepada PPID Utama atau yang
ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah
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Provinsi/Kabupaten /Kota untuk menghadiri penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke
lembaga peradilan melalui unit kerja di lingkungan
pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum

C. Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID, struktur
organisasi diperlukan untuk memperjelas pola kerja dan peran
masing-masing bagian. Perlu diperhatikan bahwa struktur
ini bukan berarti menyusun organisasi baru, namun
memaksimalkan bagian organisasi yang sudah ada, karena
diasumsikan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi
merupakan aktivitas yang sudah dijalankan sebelumnya. Oleh
karena itu, organisasi yang dimaksud disini hanya seperti
kelompok kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan
pimpinan badan publik

Struktur Organisasi PPID, sekurang-kurangnya, terdiri dari:

a. Pembina, dijabat oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan
Wakil Gubernur/Bupati/Walikota

b. Atasan PPID, Dijabat oleh Sekretaris Daerah

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Sekretaris Daerah, dapat
dibantu oleh Asisten Daerah dan/atau Staf Ahli
Gubernur/Bupati/Walikota, seluruh pimpinan Perangkat
Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika atau Kepala perangkat daerah yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika;

PPID Pembantu, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat
daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala
bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris
dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah,
dan sekretaris camat.

PPID pembantu pada Dinas Kominfo dijabat oleh kepala
bidang yang menangani pengelolaan informasi dan
komunikasi publik.

Bidang pendukung, yang terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi;

2. Bidang Pelayanan Informasi

3. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Infomasi

Setiap bidang pendukung ini dapat dilaksanakan oleh -
namun tidak terbatas pada - pejabat/pelaksana di bawah
bidang yang menangani pengelolaan informasi dan
komunikasi publik. Sebagai contoh, bidang pelayanan
informasi dapat dijadikan satu dengan pelayanan terpadu
selama sesuai dengan kebutuhan badan publik negara.

. Pejabat Fungsional

PPID dapat dibantu oleh Pejabat fungsional yang sesuai
dengan tugas PPID dan butir kegiatan pejabat fungsional
tersebut. Contoh pejabat fungsional tertentu yang
diasumsikan sesuai adalah Pranata Humas, Arsiparis,
Pranata Komputer, Pustakawan, dan yang lainnya.

Berikut adalah contoh tabel organisasi pengelolaan informasi
dan dokumentasi yang dapat dijadikan rujukan dan



disesuaikan dengan kebutuhan selama tidak melanggar
peraturan yang belaku.

PEMBINA PPID
Gubermur/BupatiWalikota

TIM PERTIMBANGAN
Sekretans Daerah.Staf Ahli
s:;’:z:’: l;:el?an f """" Gubernur/Bupat/Walikota, Pejabat yang
Menangani Bidang Hukum
[ PPID UTAMA
1 l Kepala Dinas Kominfo H H
i i H
H H H
H H i
PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU
Kepala Biro Sekretanat Sekretaris pada Sekretaris Dewan Sekretaris Camat
Daerah Provinsi Badan/Dinas Perwakilan Rakyat Daerah
Kepala Bagian
daerah Kab/kota
Bidang Pengelolaan Bidang Pelayanan Bidang Pengaduan dan
Informasi Informasi Fasilitasi Sengketa Informasi
Kepala Bidang IKP  |__| Kepala dibawah Bagian Hukum Sekretariat
Dinas Kominfo Bidang IKP Dinas Daerah
Kominfo
'
H
H
H
H
H
H
H
H
H
i
H
! 1
- I Pejabat Fungsional [

Gambar contoh tabel organisasi pengelolaan informasi dan
dokumentasi

Mempertimbangkan bahwa pelayanan informasi publik
harus mudah dan terjangkau bagi masyarakat, struktur
organisasi ini bersifat minimal, sehingga memungkinkan bagi
badan publik negara untuk menambahkan struktur sesuai
kebutuhan selama tidak melanggar regulasi. Badan publik
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negara dapat mengatur agar aktivitas dan petugas pelayanan
informasi ada sampai dengan level terendah, misalnya
menyediakan pelayanan informasi sampai dengan tingkat
kelurahan. Sudut pandang lain yang dapat dijalankan oleh
badan publik negara adalah memastikan bahwa semua unit
di badan publik negara tersebut sudah menjalankan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik, misalnya
memastikan pelayanan informasi publik juga dijalankan oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aktivitas pelayanan
informasi perlu dipastikan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat dan struktur organisasi seharusnya dapat
mengakomodasi kondisi tersebut.

Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI
Jakarta), struktur organisasi ini dapat ditambahkan atau
disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi, utamanya
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU tersebut,
wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota
administrasi/kabupaten administrasi yang merupakan
perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini berarti
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur langsung
berjalannya pemerintahan di kota administrasi/kabupaten
administrasi. Oleh karena itu, wilayah dan urusan yang diatur
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi luas dan
berlapis. Dengan pertimbangan tersebut dan prinsip layanan
informasi publik harus mudah serta mencapai semua lapisan
masyarakat, struktur organisasi pengelolaan informasi pada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.
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BAB III
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Penyediaan Informasi

Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan. Penyediaan informasi meliputi
tahapan pengumpulan, penyimpanan, pengkategorian informasi
serta pelaksanaan uji konsekuensi.

A.1. Pengumpulan Informasi Publik

Pengumpulan informasi publik mencakup kegiatan
pengumpulan seluruh data dan informasi publik secara fisik
dari setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran informasi publik, yang meliputi: informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi
yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi terbuka lainnya
yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Tahapan pekerjaan untuk melakukan pengumpulan
informasi publik yang direkomendasikan adalah sebagai
berikut:

1. Sebelum melaksanakan pengumpulan informasi publik,
PPID melakukan inventarisasi/tinjauan terhadap:

a. Daftar dan jumlah unit kerja (PPID Pembantu) pada
badan publik
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b. Sistem yang digunakan dalam pengumpulan informasi
(luring/daring)

c. Apakah memiliki SDM/petugas yang khusus melakukan
pengumpulan informasi

d. Apakah memiliki SOP tata cara pengumpulan informasi

e. tingkat kesulitan dalam melakukan koordinasi
pengumpulan informasi

f. Rujukan untuk membantu proses kategori informasi
publik (misalnya pasal 9-16 UU KIP dan pasal 11 - 13
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010, atau UU
serta peraturan lainnya)

g. Identifikasi awal informasi publik yang mungkin berada
pada PPID Pembantu, termasuk informasi publik yang
sebelumnya telah diminta oleh pemohon informasi publik
atau dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi.

. PPID berkoordinasi dengan masing-masing PPID Pembantu

untuk menentukan output informasi publik badan publik
negara yang bersangkutan dan yang berada spesifik di
unit kerja tersebut, sesuai dengan UU KIP dan Undang-
undang serta peraturan lain yang berlaku.

Contoh:

Dalam rangka menyusun informasi publik Kemkominfo,
PPID Kemkominfo dan Ditjen Informasi dan Komunikasi
Publik (sebagai salah satu eselon 1 di Kemkominfo,
menjalani peran sebagaimana PPID Pembantu)
mengidentifikasi bahwa salah satu informasi publik yang
seharusnya dikuasai oleh Ditjen IKP sesuai dengan tugas
dan fungsinya adalah laporan pembinaan sub urusan



Informasi dan Komunikasi Publik, oleh karena itu Ditjen
IKP menyiapkan informasi tersebut.

. Masing-masing PPID Pembantu melakukan pendataan usul
dan melakukan kompilasi informasi publik.

. Masing-masing PPID Pembantu menyampaikan informasi
ke PPID dan berkoordinasi untuk melakukan inventarisasi
serta pembahasan usulan PPID Pembantu. Usulan
disesuaikan dengan kategori informasi dalam UU KIP dan
peraturan turunannya. Hasil pembahasan disepakati
bersama.

. Hasil diskusi dengan setiap PPID Pembantu dijadikan draf
daftar informasi publik dan penempatan informasi publik
yang sudah diperoleh ke kategori informasi publik masing-
masing oleh PPID.

Contoh: PPID dan PPID Pembantu telah sepakat tentang
informasi publik data jumlah pasien pada sebuah pandemi.
Kemudian, PPID melakukan analisis terhadap kategori
informasi publik tersebut, dan menetapkannya sebagai
informasi serta-merta yang perlu dipublikasikan.

. PPID mencatat PPID Pembantu yang menguasai informasi
publik sehingga dapat melacak informasi ketika dibutuhkan
nanti, misalnya karena adanya permohonan informasi.

. Jika informasi publik yang diidentifikasi tidak termasuk
dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, serta merta, dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat, informasi publik tersebut
diajukan dalam tahapan uji konsekuensi dan klasifikasi
informasi untuk menentukan apakah termasuk dalam
informasi yang dikecualikan.

31



8. Pertemuan dengan PPID pembantu dan satuan kerja
dilakukan secara rutin dan berkala untuk memuktahirkan
informasi publik.

Inventarisasi/tinjauan pada beberapa Koordinasi menentukan output PPID Pembantu mendata usul dan

aspek pra pengumpulan informasi publik PPID Pembantu kompilasi informasi

PPID Utama
PPID Utama PPID Pembantu
PPID Pembantu

Draf usulan PPID Pembantu dibahas

PPID menyusun draf daftar informasi
publik dari usulan

Kembali dengan PPID, disepakati
bersama

PPID Utz
ame PPID Utama
PPID Pembantu

Gambar alur pengumpulan informasi publik

Daftar informasi yang telah diperoleh dimasukkan dalam
format Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 mencakup (1)
Ringkasan isi informasi; (2) Pejabat/Unit/satker yang
menguasai informasi; (3) Penanggungjawab pembuatan atau
penerbitan informasi; (4) Waktu dan tempat pembuatan
informasi; (5) Bentuk Informasi yang tersedia; (6) Jangka
waktu penyimpanan atau retensi arsip dengan contoh berikut:
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No

Ringkasan

Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker
yang menguasai

informasi

Penanggungjawab
pembuatan atau
penerbitan

informasi

Waktu dan
tempat
pembuatan

informasi

Bentuk
informasi
yang
tersedia

Jangka waktu
penyimpanan
atau Retensi

Arsip

Gambar Contoh tabel Daftar Informasi Publik

Badan Publik negara dapat mengembangkan dalam format
lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat
diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat
dalam format ini.

Daftar Informasi Publik yang semakin rinci dan jelas, mempermudah kerja
PPID bila ada permohonan informasi, karena PPID dapat melihat jenis
informasi publik secara lebih jelas sehingga memudahkan pencarian dan

mempercepat proses.

A.2. Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik

Dalam rangka mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di
Badan Publik, PPID melakukan pendataan Informasi Publik
yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik
dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi
Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing
unit/satuan kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
sebulan sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010.
Penyimpanan informasi publik dilakukan berdasarkan prinsip
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
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Aktivitas penyimpanan dan pendokumentasian, sekurang-

kurangnya meliputi:

a.

Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik
secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

. penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik

secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
yang wajib tersedia setiap saat;

. penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik

secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik
secara manual (hardcopy) atau digital sesuai UU Kearsipan

Melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip

Mempertimbangkan keamanan dan kondisi fisik arsip
ketika diakses.

A.3. Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip

a.

34

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan
aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan
informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan
dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan
kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan
arsip

Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan
berdasarkan sifat arsip yang dapat di akses, terdiri atas:

1. arsip yang bersifat terbuka; dan

2. arsip yang bersifat tertutup.



c. Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah
Penggolongan/ pengkategorian arsip dinamis
berdasarkan tingkat keseriusan dampak yang
ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamaman
negara, publik dan perseorangan, terdiri dari:

1.

Sangat Rahasia, adalah klasifikasi informasi dari
arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan
bangsa.

. Rahasia, adalah klasifikasi informasi dari arsip yang

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban
umum

. Terbatas, adalah klasifikasi informasi dari arsip yang

memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak
yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

. Biasa/Terbuka, adalah klasifikasi informasi dari arsip

yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh
publik tidak merugikan siapapun.

d. Tata cara menyusun klasifikasi keamanan dan akses
arsip mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

e. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
(SKKAAD) harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta
arsip, yakni lembaga negara, pemerintahan daerah,
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lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan.

f. Daftar informasi publik harus menyertakan kolom retensi
arsip. Masa retensi biasanya ditetapkan oleh pimpinan
badan publik negara (misalnya di Kementerian Kominfo,
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika nomor 23 tahun 2015 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Kementerian Komunikasi dan
Informatika). Penetapan ini dilakukan berdasarkan
peraturan yang berlaku misalnya UU nomor 43/2009
tentang Kearsipan dan PP 28/2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan.

B. Pelayanan Informasi

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan
dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan
Badan Publik yang dapat diakses oleh publik, baik melalui
pengumuman dan/atau permohonan informasi. Dalam hal
kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas
untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara
efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan

b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia
yang baik dan benar, mudah dipahami serta
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
oleh penduduk setempat.
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B.1. Kewajiban Badan Publik dalam melakukan pelayanan
informasi

a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisien

c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur
operasional layanan Informasi Publik

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar
Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya

f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi
di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan
Publik Negara;

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan

Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

i. Dalam hal informasi yang dimohon belum dikuasai atau
belum didokumentasikan oleh PPID, maka PPID
menyampaikan penjelasan tertulis kepada pemohon
informasi publik

j- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan

k. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan
Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-
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undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi; dan

1. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinya.

B.2. Standar Layanan Informasi

Pada dasarnya, badan publik negara wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
publik. Oleh karena itu, badan publik negara harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sistem informasi yang dimaksud tidak serta merta berarti
mengembangkan sistem berbasis elektronik karena belum
tentu semua lapisan masyarakat yang dilayani oleh PPID
memiliki kemampuan digital yang sama. Sistem informasi
yang dimaksud termasuk aktivitas rutin seperti pemutakhiran
informasi publik dengan PPID pembantu, atau jalur komunikasi
antara PPID dan PPID Pembantu untuk merespon permohonan
informasi publik. Meskipun demikian, pengembangan layanan
informasi publik secara elektronik akan memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan informasi publik (misalnya
melalui website), karena pada akhirnya masyarakat
diasumsikan akan mencapai kompetensi digital yang cukup,
dan pengembangan elektronik akan membantu badan publik
negara itu sendiri.
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Berkala

Gambar contoh sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
secara elektronik di Kemkominfo

Pemenuhan hak masyarakat memperoleh informasi publik
dapat dilakukan melalui (1) pengumuman informasi publik
dan; (2) pelayanan informasi publik berdasarkan permohonan.
Oleh karena itu, standar layanan yang harus dipenuhi
mencakup kedua aspek pemerolehan informasi tersebut, baik
ketika menggunakan media daring atau luring. Standar secara
umum yang perlu ada di media daring maupun luring adalah
memiliki beberapa komponen pelayanan informasi, terdiri
dari:

1. Desk layanan informasi, sebagai wadah pelayanan informasi,
dilengkapi dengan media luar ruang untuk pemenuhan
kebutuhan informasi secara luring.

2. petugas layanan informasi

3. daftar informasi publik, untuk mempermudah petugas
mengidentifikasi dan melacak lokasi informasi publik serta
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9.

mempermudah pemohon informasi publik menentukan
informasi spesifik yang dibutuhkan.

. Maklumat Pelayanan informasi publik, yang menunjukkan

informasi, komitmen, dan kewajiban PPID dalam melakukan
pelayanan informasi publik.

. Standar Prosedur Operasional

. Formulir permohonan informasi (contoh formulir terlampir,

dirujuk dari Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun
2010)

. Jam layanan informasi, disarankan mengikuti jam kerja

dengan waktu istirahat. Misalnya 09.00 - 15.00 dengan
waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00

. Mekanisme permohonan informasi, termasuk pengelolaan

keberatan

Waktu penyelesaian pemerolehan informasi publik

10. Tarif atau biaya pemerolehan informasi publik

e e O S

BERANDA  PROFIL PERMOHONAN INFORMAS|

= auooenss - .

Sudah Punya Akun?

Selamat datang di SIP PPID

Gambar Contoh laman pelayanan informasi publik secara daring
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Pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara daring

melalui situs web agar mempertimbangkan rekomendasi
berikut:

1.

Nama domain situs web sebaiknya menggunakan go.id.
Pendaftaran nama situs dapat dilakukan melalui
https://domain.go.id/

. Situs web sebaiknya bersifat dua arah, yang berarti ada

laman pengumuman informasi publik dan laman layanan
untuk mengajukan permohonan informasi publik.

. Laman pengajuan permohonan informasi harus mengikuti

tata cara yang sudah diatur dalam UU KIP, misalnya
pemohon informasi publik harus mengisi formulir
permohonan informasi publik dan melampirkan bukti-
bukti Kartu Tanda Penduduk atau surat pengesahan
sebagai badan hukum yang di terbitkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.

. Jam dan hari pelayanan juga perlu disebutkan dalam

laman tersebut. Jam pelayanan disarankan mengikuti jam
kerja, sehingga permohonan informasi yang melewati jam
kerja, akan diproses di jendela jam kerja berikutnya.
Aplikasi permohonan dapat diatur untuk mengikuti logika
yang sama, sehingga permohonan yang diajukan diluar
jam kerja, akan diproses secara otomatis sebagai
permohonan di hari kerja berikutnya.

. Situs web dibuat dengan sudut pandang mudah digunakan,

dioperasikan, atau dipahami oleh pengguna (masyarakat),
sehingga perlu juga menyampaikan tata cara permohonan
informasi publik melalui situs web dan peta situs.

. Situs web perlu menyebutkan media alternative untuk

menghubungi PPID, misalnya nama kontak, telepon, alamat
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media sosial, alamat surat elektronik dan alamat kantor
pelayanan informasi publik.

Mempertimbangkan bahwa media sosial sudah menjadi

jalur komunikasi yang semakin lazim digunakan oleh
masyarakat, PPID dapat melaksanakan pelayanan informasi
publik melalui media sosial. Pengelolaan dan pelayanan
informasi publik secara daring melalui media sosial perlu
mempertimbangkan rekomendasi atribut dan aktivitas berikut:

1.
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Media sosial memiliki aspek karakteristik viral dan respon
yang diharapkan instan. Namun, karena akun yang dikelola
adalah akun yang merefleksikan lembaga resmi dan ada
hak serta kewajiban dalam pelayanan informasi publik,
perlu melakukan mekanisme kontrol kendati tetap berusaha
fleksibel, baik dalam merespon suatu permohonan informasi
publik atau komentar pada akun.

Pengelola akun perlu didata karena satu akun dapat dijalani
oleh beberapa orang (admin) dan saling berkoordinasi agar
tidak saling tumpang tindih dalam publikasi.

. Nama akun yang digunakan disarankan sebagai nama

lembaga resmi, misalnya PPID Kemkominfo. Nama akun
yang sama digunakan pada platform media sosial yang
lain, untuk memudahkan pencarian di mesin pencari daring

. PPID dapat mempublikasikan informasi berkala dan serta

merta melalui media sosialnya. Contoh misalnya ada
informasi tentang bencana alam (termasuk dalam informasi
serta merta), PPID dapat melakukan publikasi di media
sosialnya.

. Apabila ada permohonan informasi publik yang dilakukan

melalui media sosial, PPID perlu mempertimbangkan cara-
cara untuk merespon. PPID dapat menyampaikan informasi



tersebut melalui bentuk komunikasi pribadi antara pemohon
dan PPID di media sosial tersebut (misalnya fitur Direct
Message di Twitter dan Instagram) atau merespon langsung
secara terbuka dengan pertimbangan bahwa informasi
yang diminta merupakan informasi publik yang terbuka
dan dapat diumumkan ke seluruh lapisan publik. Perlu
diingat bahwa media sosial merupakan ranah privat
sekaligus publik, sehingga PPID perlu mempertimbangkan
konskuensi merespon secara terbuka atau melalui
komunikasi tertutup antar dua pihak saja.

. Apabila informasi publik yang diminta merupakan informasi
yang masih memerlukan pertimbangan uji konsekuensi
atau dikuasai oleh PPID pembantu, PPID perlu menjalankan
tata cara sebagaimana yang diatur dalam UU KIP, meskipun
dalam lingkup media sosial dan dengan prinsip pelayanan
yang baik dan mudah. Misalnya, PPID dapat mengirimkan
pesan kepada pemohon informasi publik agar dapat
melengkapi formulir permohonan informasi. PPID dapat
mengarahkan pemohon ke media PPID atau pemohon dapat
menggunakan media yang sama untuk mengirimkan
kembali permohonan informasi publik ke PPID, dan
pemohon diberikan tanda terima formulir permohonan
sekaligus memulai periode durasi pelayanan informasi (10
+ 7 hari kerja).

. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada prinsipnya,
pelayanan informasi publik harus mudah bagi pemohon
informasi publik, namun hak dan kewajiban pemohon
maupun badan publik perlu terjamin dengan menjalani
proses UU KIP.
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& Thread “  Tweet

[~} PPID Kementerian Keuangan [~ PPID !(emenletinn Keuangan

Pemerintah berupaya memberikan respons cepat Hai, #temantransparansi.

menghadapi krisis yang sebelumnya tidak pernah

diperkirakan terjadi, yaitu pandemi Covid-19. Semula, #MinTrust punya kabar gembira.

pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi kesehatan.

Namun, dalam waktu singkat, juga menjadi ancaman Telah hadir aplikasi mobile PPID #Kemenkeu terbaru.

besar bagi pereskonomian global. Terdapat beberapa pembaruan fitur yang membuat
anslate layanan Informasi Publik @KemenkeuRI semakin

mudah diakses.

Segera unduh aplikasinya melalui Appstore dan
Playstore, ya!

KOMINFO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!

website ppid. kominfo.go.id
Email pela
Telp Fax-021 3452841

Gambar contoh meja informasi publik di Kemkominfo
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Gambar Contoh pengumuman informasi publik melalui media
pengumuman di PPID Papua (diakses dari ppid.papua.go.id)

B.3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID

a. Permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID badan
publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ketika
pengajuan informasi dilakukan dengan tidak tertulis,
petugas meja informasi mencatat di formulir permohonan
informasi dan melakukan konfirmasi catatan kepada
pemohon.

b. Petugas meja informasi mencatat nama dan alamat Pemohon
Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik ke dalam Register Permohonan Informasi
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Publik. Kemudian, petugas memastikan formulir terisi dan
memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi
Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan
diterima. Permohonan informasi diteruskan kepada PPID
sedangkan, salinan permohonan informasi yang telah
diberikan nomor pendaftaran disimpan oleh petugas meja
informasi sebagai arsip.

Berdasarkan UU KIP, pemohon informasi publik adalah
warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang
mengajukan permintaan informasi publik sehingga PPID
perlu melakukan verifikasi setiap ada permohonan
informasi. Rincian pemohon informasi publik dan
rekomendasi persyaratan yang diajukan untuk memohon
informasi publik untuk diverifikasi oleh PPID adalah sebagai
berikut:

No Jenis Pemohon informasi Persyaratan yang dipenuhi
publik
1 | Warga negara Indonesia Bukti identitas diri warga negara

Indonesia yang sah (misal: Kartu
Tanda Penduduk, Paspor, dsb)

*Apabila ada pemohon yang
mewakili beberapa pemohon
lain, melampirkan juga surat
kuasa asli dan fotokopi KTP
yang diwakili

2 |Organisasi masyarakat atau|Pengesahan pendirian badan
badan hukum lainnya | hukum Kementerian Hukum

(Perkumpulan/Yayasan) dan HAM




FAQ: Apakah badan publik negara (Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dapat dikategorikan

sebagai pemohon informasi publik?

Jawab: Tidak. Berdasarkan Pasal 35 UU 30/2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan, pemberian informasi yang
dibutuhkan dan diajukan secara resmi oleh badan publik negara
lainnya berada pada ranah bantuan kedinasan. Badan publik
negara yang mendapatkan permohonan informasi perlu merujuk
ke UU 30/2014 untuk melihat hak dan kewajiban dalam

memberikan atau menolak permohonan informasi.

Selain persyaratan administratif, PPID juga memastikan
bahwa pemohon mencantumkan alamat, nomor telepon, dan
email; menyampaikan jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan; serta mencantumkan maksud dan tujuan
permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Berikut adalah contoh format formulir
permohonan informasi publik beserta register permohonan
informasi publik

Contoh Format Formulir Permohonan Informasi Publik
(rangkap dua) sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat no
1/2010
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Logo [nama badan publik dan alamat, momor telepon, faksimili, email (jika ada)]
Badan
Publik FORMULIR PERMOHN( INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas)®:
Nama
Alamat
Pekerjaan

Nomor Telepon/ E-mail

Rincian Informasi yang di
(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi®* i | l:] Melihat/mem baca/ mendengarkan/Mencatat** *

2 D Mendupatkan salinan informasi (hardeopy/softeopy)** *

Carn Mendapatkan Salinan Informasi®* @ 1 D Mengambil Lang sung

s. D E-mail

-~ (tempat ), palbu lany tahun)

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)

Nama dan Tanda Ta Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi olkeh petugas berdasarkan nomor registrasi permohoman Informasi Publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

*** Coret yang tidak perlu

Di balik formulir Permohonan informasi publik dicetak
informasi berikut:



VL

. Biaya yang dik

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum:; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektal dan perlindungan dari persaingan usaha tidak schat; Membahayakan pertahanan dan
keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional:
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang: Men gungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat
antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan
Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASIPPID. Bila tanda bukti permohonan
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi
anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum
dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

kan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat kep Pimpinan
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan Keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yvang diminta), maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan
tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari Kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan,

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
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Apabila ada persyaratan pemohon informasi publik yang
kurang, petugas meja informasi membantu pemohon agar
melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

Tips: Bila ada permohonan informasi melalui media sosial atau
media lain yang dimiliki badan publik, petugas dapat mencatat
permohonan informasi dan melakukan konfirmasi ke pemohon
atau mengarahkan/membantu pemohon untuk memohon
informasi melalui saluran PPID. Apabila permohonan dilakukan
di luar jam kerja yang telah ditetapkan badan publik negara
atau peraturan pelayanan publik lainnya, badan publik perlu
memberikan jawaban tertulis bahwa permohonan informasi
publik akan diproses dalam jendela jam kerja berikutnya. Hal
yang perlu diperhatikan adalah dengan mengikuti prosedur UU
KIP, hak dan kewajiban pemohon informasi dan badan publik

menjadi terjamin.

e. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis yang berisikan:

* informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak

e Badan publik lain yang menguasai informasi publik
yang diminta, bila informasi publik yang diminta memang
bukan ranah badan publik yang diminta pemohon

* penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan
yang sesuai dengan hasil uji konsekuensi PPID
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materi informasi yang akan diberikan dalam hal
permohonan informasi diterima seluruhnya atau
sebagian. Bila suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sebagaimana diatur UU KIP, informasi
yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan
disertai alasan dan materinya

alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan
serta biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta (bila memang ada biaya yang
diperlukan).

Tips: Untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara,
biaya perlu ditetapkan dalam peraturan yang sesuai peraturan
perundangan. Apabila belum ada penetapan dan dibutuhkan
biaya seperti penggandaan, petugas dapat mendampingi
pemohon ke tempat fotocopy dan pemohon langsung membayar

ke toko.

Contoh Format Pemberitahuan Tertulis sesuai Peraturan
Komisi Informasi Pusat nomor 1 Tahun 2010
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logo [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

badan PEMBERITAHUAN TERTULIS
publik

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal .... bulan .... whun .... dengan nomor pendafiaran* ...,
Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama
Alamat

No. Telp/Email

Pemberitahuan sebagai berikut:
A. Informasi Dapat Diberikan

No. Hal-hal terkait Informasi Keterangan
Publik
1. | Penguasaan Informasi 0O Kami
Publik** O Badan Publik lain, yaitu ...

2. | Bentuk fisik yang tersedia** O Soficopy (rermasuk rekaman).
O Hardcopy/salinan tertulis.

3. | Biaya yang dibutuhkan*** O Penyalinan ...(jmlh lembaran) = Rp..
O Pengiriman
O Lain-lain

Jumlah
4. | Waktu penyedi ..... hari
5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)

B. [Informasi tidak dapat diberikan karena:**
O Informasi yang diminta belum dikuasai
0O  Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu o

(tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Nama & Tanda Tangan

Keterangan:

. Diisi sesuai dengan nomor pendafiaran pada formulir permohonan.
" Pilih salah satu dengan memberi tanda ).

e Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan
standar biaya yang telah ditetapkan.

**##+  Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

AR

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
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Waktu pemberian informasi/pemberitahuan dapat

diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan
memberikan alasan tertulis oleh PPID. Petugas meja informasi
menyampaikan informasi perpanjangan kepada pemohon
informasi publik melalui saluran komunikasi yang didaftarkan
oleh pemohon pada saat permohonan.

Tips: Ada tipe informasi yang perlu diberikan salinannya kepada
pemohon informasi, namun ada juga yang hanya perlu dilihat
dan  diketahui. PPID perlu mempertimbangkan  pola

penyampaian informasi yang tepat.

Dalam hal informasi yang dimohon belum dikuasai atau
belum didokumentasikan oleh PPID, maka PPID berwenang
untuk meminta informasi ke PPID pembantu/unit kerja
di lingkungan badan publik serta menyampaikan penjelasan
tertulis kepada pemohon informasi publik.

. PPID pembantu atau unit kerja di lingkungan badan publik

yang mendapat permintaan informasi dari PPID utama
harus menyampaikan informasi publik kepada PPID Utama

Berikut alur permohonan informasi publik:
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1. Pemohon Informasi Publik 2. Pemohon Informasi Publik harus meng
mengajukan permintaan informasi publik formulir yang berisikan: nama, alamat,
kepada Badan Publik melalui Pejabat nformasi yang diminta, bentuk
Pengelola Informasi dan Dokument: informasi yang diminta, dan cara

(PPID) Badan Publik tertuju baik datang ampaian informasi yang diinginkan.
langsung ke kantor maupun tidak
langsung (misal melalui: surat, email, Cat: PPID wajib memastikan Pemhon

telepon). Informasi Publik dan dibantu dalm

melengkapi pe: atan permohonan

inform

5 5 s PPID akan mencatat semua
4. PPID memberikan jawaban tertulis untuk e

. . . . yang disebutkan oleh Pemohon Informasi
memenuhi permohonan informasi atau tidak :

. . . Publik pada langkah 2 dan memberi tanda
memenuhi dengan disertai alasan, dalam p =

e bukti nomor pendaftaran permintaan
waktu 10 (sepuluh) hari ke: an dapat orpe P

" . . o kepada P Informasi Publik
diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. apeiln 1P o L st Lo

5. Pemohon Informasi Publik mengajukan
Keberatan diajukan kepada atasan PPID Badan

Publik dituju dalam jangka waktu paling lambat 30

Informasi (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.

diberikan, pemohon
informasi menerima
informasi dengan
baik, permintaan

TR LR 6. Atasan PPID Badan Publik yang dituju harus memberikan tanggapan atas

pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari ker,
diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan
yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan

tersebut.

Jika pengaju keberatan s atas tanggapan Atasan PPID, maka

puas atas putusan Atasan an sengketa Informasi Publik dapat
PPID. maka sengl diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.
, maka seng|

selesai.
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Contoh Format Surat Keputusan PPID tentang Penolakan
Permohonan Informasi (Rangkap dua) Sesuai Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

logo [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
badan publik
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN

No. Pendaftaran:* ...

Nama
Alamat

No. Telp/Email e S S e R R R

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian
Informasi didasarkan Pasal 17 huruf ......... UU KIP. **
pada alasan

Pasal ... Undang-Undang ....***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.

Lasntinnss (Tempat), .....oooovnen.n. (tanggal, bulan, dan tahun) ****]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama & Tandatangan

Keterangan:

il Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.

i Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.

b Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
pasal dan undang-undangnya).

Hiicke Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis
sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.
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B.4. Pengelolaan Keberatan

Pemohon informasi publik memiliki hak untuk mengajukan
keberatan sepanjang memenuhi persyaratan dan telah
menjalani prosedur (kecuali untuk kasus tidak disediakannya
informasi berkala). Tata cara dan catatan pengajuan keberatan
adalah sebagai berikut:

a. PPID wajib memastikan pemberian informasi tentang tata
cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila
dikehendaki, karena informasi hak dan tata cara
memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan
serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
merupakan informasi berkala.

b. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan
dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

e penolakan atas permohonan Informasi Publik setelah
dilakukan uji konsekuensi oleh PPID;

e tidak disediakannya informasi berkala;
e tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

e permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta;

e tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
e pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

e penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu
yang diatur dalam UU KIP.

c. PPID wajib menyediakan formulir keberatan dan
memberikan nomor registrasi keberatan setelah formulir
diisi dan disampaikan ke PPID. Salinan formulir keberatan
diberikan kepada pemohon informasi publik.
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d. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui

58

meja informasi atau layanan informasi publik daring.
Apabila pengajuan dilakukan di luar jalur meja informasi
(misalnya: keberatan diajukan bukan ke PPID tetapi ke
satuan kerja teknis), petugas layanan informasi tetap
membantu pemohon informasi publik dengan
menyampaikan formulir untuk diisi atau mengarahkan ke
jalur yang tepat. Pada prinsipnya, pemohon informasi
publik mendapatkan kemudahan untuk mengajukan
permohonan informasi dan keberatan.

Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat:
* nomor registrasi pengajuan keberatan;

e nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
e tujuan penggunaan Informasi Publik;

e identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan;

e identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan bila ada;

¢ alasan pengajuan keberatan;
e kasus posisi permohonan Informasi Publik;

e waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi
oleh petugas;

e nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan; dan

e nama dan tanda tangan petugas yang menerima
pengajuan keberatan.



Contoh Format Formulir Keberatan (Rangkap dua) Sesuai
Peraturan Komisi Informasi nomor 1/2010

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]
Logo Badan : ) - : !
Publik PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

(diisi petugas)*

Informasi
Tujuan Pe

Identitas Pemohon
Nama
Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon
Identitas Kuasa Pemohon **

Nama

Alamat

Nomor Telepon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN###*

a. Permohonan Informasi di tolak.

b. Informasi berkala tidak disediakan
¢. Permintaan |I||Uﬂ|l.lsl tidak dita
d. Permintaan inf
e
f

capi

yang diminta

Permintaan informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahKkan Kertas bila perlu)

D. HARVTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [franggal], [bulan]. [talmn][diisi
oleh petugas] ****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

(tempat), [tanggal], [bulan], [tahun] *****

Mengetahui, ******
Petugas Infory
(Pencerima Keber

Pengaju Keberatan

atan)

na & T

I\l TERANGAN
Nomor register pengaj keb diisi berdasarkan buku re;

er pengajuan keberatan

- Identitas kuasa pmmhun diisi jika ada kuasa pcmuhonnn dan lmlmnpnrk.m Surat Kuasa.
.o Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih olch pengaju Keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
¥ Di

esuai dengan Ketentuan jangka wakt dalam UU KIP

langgal diisi dsnb:m tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan

buku register pmpumn Lch«.r'u'm

##*2%+ Dalam hal K iajukan secara | maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang
menerima pengajuan keberatan.

EET T
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Pengajuan keberatan dicatat dalam buku register keberatan,
yang sekurang-kurangnya memuat:

nomor registrasi pengajuan keberatan;
tanggal diterimanya keberatan;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan;

nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
informasi Publik yang diminta;

tujuan penggunaan informasi;

alasan pengajuan keberatan;

keputusan Atasan PPID;

hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan,;
nama dan posisi atasan PPID; dan

tanggapan Pemohon Informasi publik.
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g. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk

keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon
Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
buku register keberatan.

. Keputusan tertulis Atasan PPID sekurang-kurangnya

memuat:
e Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
e Nomor surat tanggapan atas keberatan,;

¢ Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan
yang diajukan;
e Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan

sebagian atau seluruh Informasi Publik yang diminta
dalam hal keberatan diterima; dan

e Jangka waktu pelaksanaan perintah.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan
atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan
keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

B.5. Pelayanan Permohonan Informasi Publik oleh PPID

Pembantu

Pada prinsipnya, UU KIP menjamin hak warga negara

Indonesia untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya
dengan cara yang mudah. Oleh karena itu, PPID Pembantu
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juga tetap melayani pemenuhan hak warga atas informasi
publik dengan catatan sebagai berikut:

a.

Sepanjang informasi publik yang dimohon adalah informasi
publik yang telah dikategorikan sebagai informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan (berkala, serta merta,
dan setiap saat) oleh PPID, PPID Pembantu dapat secara
aktif menyampaikan dan mengumumkan informasi publik
tersebut, misalnya melalui situs web PPID Pembantu.

PPID Pembantu juga menyediakan meja informasi publik
dan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk menjadi
petugas meja informasi.

PPID Pembantu juga menyediakan fasilitas pendukung lain
seperti formulir permohonan informasi publik, register
permohonan informasi publik, pemberitahuan tertulis,
formular keberatan, dan register keberatan serta
perlengkapan pelayanan informasi publik lain seperti alat
tulis dan sebagainya.

Apabila ada pemohon informasi publik yang mengajukan
permohonan informasi publik, PPID Pembantu memberikan
pelayanan informasi publik sesuai prinsip dan teknis
pelayanan informasi publik, serta melakukan registrasi di
register permohonan informasi publik PPID Pembantu.

Untuk prinsip dan hal teknis pelayanan informasi publik,
PPID Pembantu dapat mengambil rujukan dari pola
pelayanan informasi PPID Utama (Lihat poin B.3. Pelayanan
Permohonan Informasi Publik oleh PPID huruf a sampai
h di halaman 38)

Apabila ada permohonan informasi yang dilakukan melalui
media sosial atau media baru lainnya, PPID Pembantu
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dapat mengikuti Langkah-langkah pelayanan informasi
secara daring (lihat halaman 34 dan 35)

PPID Pembantu kemudian melaporkan permohonan
informasi kepada PPID Utama, agar dapat dipantau oleh
PPID Utama dan tercatat di register permohonan informasi
publik PPID Utama sesuai dengan tanggal dan data di
register PPID Pembantu.

. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi ketika ada

permohonan informasi publik di PPID Pembantu yaitu; (1)
informasi publik tidak dikuasai oleh PPID Pembantu, atau
(2) informasi publik tersedia di PPID Pembantu tersebut.

Apabila PPID Pembantu tidak menguasai informasi publik
yang diminta, PPID Pembantu melaporkan kepada dan
berkoordinasi dengan PPID Utama, agar PPID Utama dapat
mencari informasi publik tersebut, baik dari dokumentasi
sendiri, atau dari PPID Pembantu lain.

Setelah penguasaan informasi publik diidentifikasi, perlu
ditinjau apakah informasi publik tersebut merupakan
informasi yang sudah wajib diumumkan secara berkala,
tersedia setiap saat, serta merta, atau merupakan informasi
yang masih harus dilakukan uji konsekuensi terhadapnya.

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID Utama dengan PPID
Pembantu. Hasil dari uji konsekuensi dituangkan dalam
berita acara yang akan menentukan apakah informasi
tersebut dikecualikan atau tidak. Jika dikecualikan, PPID
utama menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Jika tidak, PPID Pembantu menyampaikan informasi kepada
pemohon informasi publik.

Apabila informasi yang diminta oleh pemohon bukan
merupakan informasi yang masih perlu uji konsekuensi



atau bukan merupakan informasi yang dikecualikan, PPID
Pembantu dapat langsung menyampaikan informasi
tersebut kepada pemohon informasi publik, PPID Pembantu
tetap mencatat permohonan dalam register permohonan
informasi publik dan melaporkan kepada PPID Utama,
agar dapat dicatat pula di register permohonan informasi
publik PPID Utama.

.Pemberian informasi dapat dilakukan oleh PPID Pembantu
atau PPID utama, dengan prinsip bahwa pelayanan
informasi harus mudah bagi pemohon. Apabila pemohon,
mungkin dengan alasan geografis, lebih mudah mencapai
PPID Pembantu, informasi publik disampaikan oleh PPID
Pembantu.

. Durasi pemberian informasi publik tetap mengikuti waktu
yang diatur oleh UU KIP (10 + 7 hari kerja). Durasi dihitung
mulai ketika Petugas meja informasi memberikan tanda
terima permohonan informasi publik. Tata cara lainnya,
seperti pemberitahuan tertulis dan alasan perpanjangan
(jika diperlukan), juga berlaku sama.

. PPID Pembantu juga tetap melayani keberatan permohon
informasi publik. Oleh karena itu, formulir keberatan dan
register keberatan PPID Pembantu tetap harus tersedia di
meja informasi publik PPID Pembantu

. Apabila pemohon informasi publik mengajukan keberatan
atas permohonan informasi publik melalui PPID Pembantu,
Petugas meja informasi memberikan layanan dengan
menyampaikan formulir dan memastikan formulir terisi.
Setelah itu, petugas melakukan registrasi keberatan di
register keberatan PPID Pembantu.
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. PPID Pembantu meneruskan keberatan kepada PPID Utama

PPID Utama melakukan pencatatan di register keberatan
di register keberatan PPID Utama sesuai data dan tanggal
pada register keberatan PPID Pembantu serta
menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk
keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon
informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam
buku register keberatan.

PPID Utama meneruskan tanggapan Atasan PPID kepada
PPID Pembantu.

. PPID Pembantu menyampaikan tanggapan Atasan PPID

kepada pemohon informasi publik. Apabila pemohon tidak
puas, pemohon informasi publik berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada
Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.
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B.6. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

a.

PPID menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan
maklumat pelayanan informasi publik

. Maklumat sebagaimana dimaksud merupakan pernyataan

kesanggupan PPID dalam melaksanakan pelayanan sesuai
dengan standar layanan informasi publik

B.7. Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi

Publik

Dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi,

Badan Publik wajib membuat standar prosedur operasional
layanan informasi publik sebagai bagian dari system informasi
dan dokumentasi sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (3)
UU KIP.

Dalam menyusun standar prosedur operasional PPID

sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

a.

Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
(Utama dan/atau Pembantu),

. Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat

fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan,

Kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu,
Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional,

. Kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai

Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi Publik,

Standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan di lingkungan internal Badan Publik, dan
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f. Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan
Informasi Publik.

Beberapa jenis standar prosedur operasional (standard
operational procedure - SOP) yang direkomendasikan untuk
dimiliki PPID, antara lain:

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik;

°© oo o

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Dalam menyusun standar prosedur operasional, Badan
Publik dapat meminta masukan kepada ahli atau Komisi
Informasi mengenai rancangan yang telah disusun. Berikut
adalah beberapa contoh SOP yang disalin dari Peraturan
Menteri Dalam negeri nomor 3 Tahun 2017:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
LOGO INSTANSI TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA SOP PENYUSUNAN
NAMA INSTANSI
DAFTAR

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008

2. UU 25 Tahun 2009
3. UU 23 Tahun 2013
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Internet
[PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan dalam bentuk softcopy dan
hardeopy
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Pelaksana Pendukung
No Kegi K
Per:l:fnm UF; Z:'Ea A;;?gn Kelengkapan Waktu Qutput

1 | Mengumpulkan informas: dan 1. UU No 14 Secara DIDP yang telah
dokumentasi yang berkualitas Tahun2008; | berkala, dikumpulkan
dan relevan dengan tupoksi R. UU No 25 serta merta | dari komponen
masing-masing komponen di . Tahun2009; |dan setiap |dan Perangkat
Kementenian Dalam Negeri B. UU No 23 saat Daerah
dan Pemerintahan Daerah, Tahun2013;
baik yang diproduksi sendiri, #. PP 61 Tahun
dikembangkan, maupun yang 2010;
dikirim ke pihak lain, yang B. Perki No 1
berupa arsip statis maupun tahun2010;
dinamis, arsip aktif maupun b. Perki No 1
arsip inaktif dan arsip vital Tahun2013.
yang dikuasai. Informasi yang
dilakukan meliputi jenis
dokumen, penanggung jawab
pembuatan, waktu dan tempat
pembuatan, serta bentuk
informasi yang tersedia dalam
hardcopy dan softcopy. Format
pengisian dalam pengumpulan
informasi dan dokumentasi di
masing-masing komponen di
Kementenan Dalam Negeri A
dan Pemerintahan Daerah.

2 | Mengklasifikasikan seluruh 1. UU No 14 Secara DIDP yang telah
informas: dan dokumentasi l Tahun2008; | berkala, diklasifikasi
yang telah dikumpulkan dan R. UU No 25 serta merta | kebenarannya
mengidentifikasikannya Tahun2009; | dan setiap
berdasarkan sifat informasi . — . . UU No 23 saat
dan dokumentasi, selain itu Tahun2013;
juga mengklasifikasikan K. PP 61 Tahun
informas: dan dokumentasi 2010;
yang dikecualikan dengan 5. Perki No 1
kategori sebagaimana yang Tahun2010;
telah ditetapkan melalui UU 6. Perki No 1
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013.
dan Pasal 18. Pengujian
tentang konsekuensi dengan
seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan
Informasi dan Dokumentasi
Publik tertentu dikecualikan
oleh setiap orang.

3 | Mendokumentasikan informasi v Alat tulis Secara DIDP
publik dalam bentuk softcopy kantor berkala,
dan tempat penyimpanan ' serta merta
dokumen dalam bentuk hard dan setiap
copy dengan tata cara seperti saat

mengarsip dokumen dan
dipisahkan sesuai klasifikasi
informas: dan dokumentasi
wajib, secara berkala, serta
merta dan setiap saat. Perlu
dibuat daftar Informasi dan
dokumentasi yang
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dikecualikan.

4 Menetapkan DIDP secara Mengadakan Setelah Surat Setelah DIDP
resmi dan mengumumkan rapat bersama | DIDP Keputusan ditetapkan,
kepada masyarakat. . dengan PPID terkumpul DIDP yang jika ada

Utama dan dari PPID ditandatangani | tambahan
PPID Pembantu oleh Atasan informasi
Pembantu PPID baru, dibuat
untuk SK untuk
Menetapkan ditetapkan
DIP

5 Mengunggah DIDP ke Website dan Setelah Adanya konten
websiteresmi Kemendagri dan sarana DIDP DIDPdi website
Pemerintahan Daerahmaupun informasi ditetapkan Kemendagridan
melalui sarana informasi lainnya yang oleh Atasan | Pemerintah
lainnya. dimiliki oleh PPID Daerah

komponen dan
Pemerintah
Daerah

72




2. SOP Pelayanan informasi Publik

[NOMOR soP
[TGL. PEMBUATAN
[FGL. REVISI
LOGO [TGL. EFEKTIF
INSTANSI
DISAHKAN OLEH
INAMA sOP
NAMA PELAYANAN
INSTANSI
PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK
DASAR HUKUM [KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tahun 2008;
R. UU 25 Tahun 2009;
B. UU 23 Tahun 2013;
H. PP 61 Tahun 2010

S. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN: IPERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
. Term of Reference
3. Alat tulis kantor
|. Jaringan Internet
PERINGATAN: [PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
P Kompone
Bagian PPID dan
No Kegiatan ll:f::ohon Registeasi | PPID n . | xetengrapan e o Keterangan
PPID Pembantu D emhs
1 | Pemohon Informasi dapat (1) Formulir | Pada hari Formulir
menyampaikan permohonan Permohonan | dan jam Permohona
informasi yang dibutuhkan baik Informasi kerja untuk i
secara langsung dan tidak langsung. (1] yang tersedia | pemohon yang telah
di meja informasi iisi
pelayanan secara lengkap
PPID atau langsung dan
yang dan setiap | dilampiri
ditampilkan | saat untuk fotocopy/
di website, pemohon scan
(2) Fotocopy | informasi identitas
atau scan secara tidak | diri (NIK)
identitas diri | langsung
(NIK) dari
pemohon
2 | Melakukan registrasi berkas Semua data- | Pada hari DIP yang
permohonan informasi publik. Jika v - data dan jam telah
dokumen/informasi yang diminta pemohon kerja untuk | tersusun
telah termasuk dalam DIP dan informasi pemohon
dimiliki oleh meja informasi atau disimpan informasi bentuk
sudah Ierdnpnl di website PPID, maka dalam secara hardcopy
kepada bentuk langsung dan
informasi atau bisa l.nngﬁung diunduh hardcopy dan | dan setiap | softcopy
oleh pemohon informasi. Ji softcopy saat untuk
informasi/dokumentasi yang dnmmn pemohon
belum termasuk dalam DIP, maka informasi
berkas permohonan disampaikan secara tidak
kepada PPID atau PPID Pembantu. langsung
3 | PPID meminta kepada komponen DIP yang 10 (sepuluh) | DIP
atau Perangkat Daerah untuk l telah hari kerja
ikani: i atau ditetapkan sej
yang sudah termasuk dalam DIP, - <> - oleh permohonan
kepada PPID untuk diberikan kepada komponen informasi
pemohon informasi. Komponen atau atau diterima oleh
Perangkat Daerah memberikan Perangkat PPID
informasi atau dokumen yang Daerah
dimaksud kepada PPID atau PPID
4 i atau
yang diminta oleh i B < atau permohonan | publik
yang telah menandatangani tanda Dokumen informasi yang
bukti penerimaan informasi atau yang adalah diminta
dokumen. diminta oleh | 7 (tujuh) hari | oleh
pemohon kerja pemohon
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3. SOP Pengujian Konsekuensi

NOMOR SOP ]

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :
LOGO TGL. EFEKTIF :
INSTANSI

DISAHKAN OLEH

INAMA SOP
NAMA UJ1 KONSEKUENSI
INSTANSI

INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

JKUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tahun 2008;
. UU 25 Tahun 2009;
|3. UU 23 Tahun 2013;
|4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN: E':RALATAN/PERLENG KAPAN:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
P. Term of Reference
3. Alat tulis kantor
l4. Jaringan Internet
PERINGATAN: IPENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
Pelaksana Pendukung
PPID Tim Komponen
M, Mo U“;';';‘" hp':‘:ymm P"'::;m Pemohon | Kelengkapan Waktu Output AT
i Daerah

1 | Melakukan kajian atas Berkas, Setiap saat | Berkas
informasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan
termasuk dalam DIP dengan infromasi/ informasi
melibatkan Tim Pertimi dokumen dari yang telah
Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap

] Informasi dan dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri
(NTK)

2 | Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: | Pada hari Surat
informasi/ uu dan jam Keputusan
dokumen yang dimaksud KIP 14 Tahun | kerja Tim
yangbersifat rahasia berdasarkan [ 2008 dan Pertimbangan
UU, kepatutan dan kepentingan PERKI Pelayanan
umum 1 Tahun 2010 i

3 | Menyampaikan kepada PPID atas Informasi/ Pada hani Informasi/
status informasi/dokumen yang dokumen yang | dan jam dokumen dari
diminta pemohon informasi, telah kerja, komponen
apakah termasuk rahasia atau dinyatakan maksimal 10 | atau
terbuka. Jika i terbuka untuk | (sepuluh) Perangkat
yang dimaksud adalah terbuka, publik hari kerja, Daerah
maka PPID memerintahkan kepada sejak
komponen/Perangkat Daerah I permohonan
untuk menyerahkan informasi/ 1 informasi
dokumen yang dimaksud. Jika teregistrasi
status informasi/ dokumen oleh
Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dinyatakan rahasia,
maka PPID membuat surat
penolakan kepada pemohon

3 | Memberikan informasi yang i :
diminta oleh Dokumen yang | diberikan publik yang
pemohon informasi dengan diminta oleh | perpanjangan | diminta
menandatangani tanda bukti Pemohon pemenuhan | oleh Pemohon
penerimaan atau memberikan | i atau i
surat kepada pe: surat informasi atau surat
jika status informasi/dokumen penolakan selama 7 penolakan
dinyatakan rahasia. jika informasi/ | (tujuh) hari

dokumen sejak

tersebut pemberitahu

dikategorikan | an tertulis
diberikan
dan tidak
dapat
diperpanjang
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4. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik

[NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN

[TGL. REVISI
LOGO TGL. EFEKTIF
INSTANS!

DISAHKAN OLEH

INAMA SOP
NAMA PENANGANAN KEBERATAN
INSTANSI

INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM [KUALIFIKASI PELAKSANA

1

. 1. UU 14 Tahun 2008;

R. UU 25 Tahun 2009;
. UU 23 Tahun 2013;
K. PP 61 Tahun 2010
5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
[KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
P. Term of Reference
3. Alat tulis kantor
j. Jaringan Internet
[PERINGATAN: IPENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
Pelaksana Pendukung
N PPID atau
No Kegiatan Pemohon Bogian ko A;:«Dn Relsighspsi o r— Keterangan
1 | Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan | Formulir
menyampaikan pengajuan Pengajuan jam kerja pengajuan
keberatan atas tidak terlayaninya Keberatan keberatan
permohonan informasi yang Informasi pelayanan
dibutuhkan melalui : (1) datang Publik yang informasi
langsung dan mengisi formulir tersedia di meja publik yang
permohonan pengajuan keberatan pelayanan PPID telah diisi
informasi publik dengan atau lengkap dan
melengkapi fotocopy identitas diri ditampilkan di dilampiri
(NIK), (2) melalui website dengan website dan fotocopy/scan
mengisi formulir yang telah dapat diunduh, identitas diri
diunduh dan menyertakan scan (2) Fotocopy (NIK)
identitas diri (NIK) kemudian atau
dikirim ke alamat email PPID yang scan identitas
tertera di website, (3) menginim fax diri (NIK) dari
formulir permohonan informasi pemohon
yang telah diisi lengkap disertai yang
dengan fax identitas diri (NIK) ke mengajukan
nomor fax PPID. keberatan
2 | Melakukan registrasi formulir Semua data- Pada hari dan | Daftar
j . __>. _ data pemohon | jam kerja pengajuan
informasi dan menyampaikan i informasi keberatan
pengajuan keberatan kepada disimpan dalam pelayanan
Atasan PPID bentuk informasi yang
hardeopy dan telah di-file
Ssoftcopy dalam bentuk
hardcopy dan
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3| Memeriksa formulir pengajuan Berkas Pada hari dan | Dalftar surat
keberatan dari Para Pemohon pengajuan jam kerja yang harus
Informasi dan memerintahkan keberatan diberikan
PPID dan PPID Pembantu untuk pelayanan kepada PPID
menjawab permohonan informasi informasi yang dan PPID
telah diisi Pembantu
lengkap
4 | Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas Pada hari dan | Surat perintah
PPID Pembantu untuk memenuhi pengajuan jam kegja tertulis
permintaan informasi dari . kepada PPID
Pemohon Informasi. pelayanan dan PPID
informasi Pembantu
yang telah diisi untuk
lengkap, memenuhi
(2) DIP permintaan
yang telah pemohon
diumumkan informasi
yang
mengajukan
keberatan
pelayanan
informasi
publik
5 | Memberikan informasi yang Dokumen/infor | Pada hari dan | Informasi
diminta oleh pemohon informasi masi jam kerja publik
kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud yang diminta
yang dimaksud telah masuk DIP. oleh Pemohon oleh Pemohon
Atasan PPID akan menjawab Informasi atau Informasi atau
pengajuan keberatan kepada rekomendasi surat
pemohon informasi. Jika informasi surat penolakan penolakan
yang diinginkan pemohon dari PPID atau kepada
DIP yang telah diumumkan, karena Pembantu Informasi
informasi belum tersedia atau karena
termasuk informasi yang informasi yang
dikecualikan, maka diberikan diminta
surat penolakan kepada Pemohon merupakan
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5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

[NoMOR sop

[FGL. PEMBUATAN

[TGL. REVIST
LOGO [TGL. EFEKTIF
INSTANSI

DISAHKAN OLEH d

NAMA SOP
NAMA FASILITASI SENGKETA
INSTANSI

INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

J[KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tahun 2008;
2. UU 25 Tahun 2009;
[3. UU 23 Tahun 2013;
}+. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013
KETERIKATAN:

ERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja
. Term of Reference
. Alat tulis kantor
. Jaringan Internet

% | Tim fasilitasi sengketa informasi

PERINGATAN: ENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
PPID atau s
No Kegiatan Pemohon s A;ls;n Komisi — —— Outpur | Keterangan
1 Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada hari dan | Berkas
mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan | jam kesa, permohon
tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasi Publik maksimal 10 | an
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, - r yang tersedia di meja | (sepuluh) hari | informasi
sejak permohonan informasi pelayanan PPID atau | kerja, sejak | yang telah
teregistrasi dan diberikan. i il di diisi
Perpanjangan pemenuhan website dan dapat | informasi lengkap
permohonan informasi selama? diunduh, teregistrasi dan
(tujuh) hari sejak pemberitahuan (2) Fotocopy atau dilampiri
tertulis diberikan dan tidak dapat scan identitas diri fotocopy/
diperpanjang lagi (NIK) dari Pemohon scan
Informasi identitas
yang mengajukan diri (NIK)
keberatan
2 | Atasan PPID menetapkan Tim Tanggapa
fasilitasi sengketa informasi untuk n tertulis
mengupayakan penyelesaian - dari
sengketa informasi, yang dibentuk atasan
oleh PPID Utama PPID
perihal
informasi
yang
disengket
akan
3| Tim fasilitasi sengketa informasi di Diajukan
ketuai oleh PPID Utama dan dalam waktu
PPID paling lambat
terkait, pejabat yang menangani 14 (empat
bidang hukum, pejabat fungsional, belas) hari
serta JFUyang sesuai dengan kerja setelah
kebutuhan - diterimanya
-l tanggapan
tertulis dari
I Atasan PPID.

melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan
PPID

5 | Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provinsi, Komisi
Informasi Kabupaten /Kota sesuai
dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak
memuaskan Pemohon Informasi.

!
—l
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C. Laporan Informasi Publik

Laporan pelayanan akses informasi publik merupakan
bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
Oleh karena itu, setiap Badan Pubik wajib membuat dan
menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 UU KIP. Laporan yang disusun dapat
dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan

Informasi Publik PPID pada Badan Publik.

Tips: Dalam rangka menyusun laporan akhir, data untuk rincian
layanan informasi publik dicicil mulai dari tahap pelayanan. Setiap
kali ada pemohon informasi yang memohon informasi publik,
petugas memasukkan data ke tabel rekap, termasuk waktu, jumlah
yang dikabulkan, jumlah yang ditolak, dan alasan. Rekapitulasi
dilakukan per minggu dan bulan sehingga dapat menjadi ringkasan
laporan pelayanan akses informasi publik dan memudahkan PPID
dalam menyusun laporan tahunan.

Contoh berikut adalah tabel ringkasan laporan akses
informasi publik pada Kemkominfo yang menjadi salah satu
data dasar dalam menyusun laporan pelayanan akses informasi

publik:

78




RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK
PPID KEMKOMINFO
TAHUN 2019

Status Waktu

Bulan Pemohon | Permintaan Rata- Alasan/Keterangan
Dipenuhi | Ditolak | Proses Rata

Informasi ditolak karena

informasi yang diminta

termasuk :
¢ informasi belum
4 Jam
Januari 45 68 38 16 14 dikuasai : 4
22 Menit

permintaan
¢ Informasi belum
didokumentasikan :

12 permintaan

Informasi ditolak karena

informasi yang diminta

termasuk :
1 Hari ¢ informasi belum
Februari 35 51 41 4 6 1 Jam dikuasai : 2
12 Menit permintaan

¢ Informasi belum
didokumentasikan :

2 permintaan

Maret dst...

Laporan pelayanan akses informasi publik sekurang-
kurangnya memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di
lingkungan Badan Publik

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik,
antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan informasi yang dimiliki
beserta kondisinya;
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4.
5.
6.

. sumber daya manusia yang menangani pelayanan

informasi Publik beserta kualifikasinya;

. anggaran pelayanan informasi serta laporan

penggunaannya;

. rincian pelayanan informasi publik yang meliputi:
1.
2.

jumlah permohonan Informasi Publik;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;

. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

baik sebagian atau seluruhnya;
jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
alasan penolakan permohonan informasi publik

Kedudukan hukum pemohon informasi publik

Rincian penyelesaian sengketa informasi publik yang
meliputi:

1

5.
6.

. jumlah keberatan yang diterima,;
2.

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannya;

. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi

informasi yang berwenang

. hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi komisi

informasi yang berwenang dan pelaksanaannya;
jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan

hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya

kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik

rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan informasi publik.



g. Laporan pelayanan akses informasi publik dibuat dalam
bentuk:

1. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan
layanan Informasi publik

2. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh
pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing
Badan Publik

PPID menyampaikan laporan pelayanan akses informasi
publik kepada atasan PPID selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Kemudian,
Atasan PPID atau pimpinan badan publik menyampaikan
Laporan pelayanan akses informasi publik kepada Komisi
Informasi provinsi minimal satu kali setiap tahun anggaran
(periode 1 januari - 31 Desember), selambat-lambatnya 3 (tiga)
bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Apabila
Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, laporan
disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat. Khusus untuk
pemerintah provinsi, laporan juga disampaikan ke Komisi
Informasi Pusat selain ke Komisi informasi provinsi.
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BAB IV
KATEGORI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala

Informasi "berkala" adalah informasi yang secara rutin,
teratur, dan/atau dalam jangka waktu tertentu
dikeluarkan/diinformasikan kepada masyarakat oleh badan
publik. Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 9 ayat (2), informasi
publik yang diumumkan secara berkala meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, yaitu
informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan,
maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan informasi
lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai
dengan peraturan perundang- undangan

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik
terkait, meliputi kondisi badan publik yang bersangkutan
yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta
kemampuan kerjanya

c. Informasi mengenai laporan keuangan; yaitu tentang hasil
laporan keuangan penggunaan anggaran atau yang
berkaitan dengan keuangan badan publik tersebut yang
telah diaudit dan disahkan

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan, seperti informasi yang muncul berdasarkan
suatu keputusan atau ketetapan dari hal teknis/ruang
lingkup kinerja di badan publik tersebut.
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Adapun tambahan dalam informasi yang disampaikan
secara berkala ini adalah Informasi yang lebih detail atas
permintaan pemohon terkait badan publik tersebut yang
masih dapat diklasifikasikan sebagai informasi terbuka yang
harus diinformasikan kepada masyarakat secara berkala dan
diperbaharui/mutakhir.

Termasuk informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala, adalah:

a. profil Badan Publik, yang meliputi:

1. informasi tentang kedudukan /domisili/alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud & tujuan, tugas &
fungsi, kantor unit dibawahnya

2. struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan
kerja, profil singkat pejabat struktural

3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah
diperiksa, verifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk
diumumkan.

b. ringkasan informasi Program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan
Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

d. ringkasan laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya
terdiri atas: 1) rencana dan laporan realisasi anggara; 2)
Neraca; 3) laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku; dan 4) daftar aset dan investasi
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e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas:

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan
Informasi Publik yang ditolak

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik informasi
tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang
dikeluarkan oleh Badan Publik

f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik
yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap
pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan,
dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan,
dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi
Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses
penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak pihak
yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh
pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan
izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang
bersangkutan;

85



informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi

Publik yang waib diumumkan secara berkala dilakukan paling
sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan dengan cara
yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami.

Hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh badan publik

negara adalah informasi berkala merupakan satu-satunya
kategori informasi yang dapat langsung diajukan keberatan
oleh pemohon informasi publik jika belum terpublikasikan,
baik di media PPID atau media lain milik badan publik negara,
tanpa harus melalui proses permohonan informasi publik.

Tips: Secara sederhana, hampir semua informasi publik adalah
informasi yang telah rutin diproduksi oleh badan publik negara, baik
karena good governance dari badan publik negara itu sendiri atau
karena diwajibkan oleh regulasi. Oleh karena itu, hampir semua
informasi publik tidak perlu lagi dibuat khusus namun cukup
menempelkan tautan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, untuk
memenuhi kewajiban  publikasi informasi berkala tentang
pengumuman pengadaan barang dan jasa, badan publik negara
cukup menempelkan tautan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Contoh lain, dalam
memenuhi kewajiban publikasi informasi berkala tentang daftar
Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan
yang telah disahkan atau ditetapkan, badan publik negara cukup
menempelkan tautan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) badan publik tersebut.
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ePPID Beranda Informasi Publik- PRID Center FAQ

Informasi Publik Secara Berkala

> Informasi tentang Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika

? Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi
kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

> Ringkasan Laporan Keuangan

> Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

> Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan

> informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik

> informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran

> informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

Gambar Contoh tampilan publikasi informasi berkala milik
Kementerian Kominfo di website eppid.kominfo.go.id yang
mengikuti alur UU KIP dan Perki 1/2010

B. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi Serta Merta diatur pada Pasal 10 UU KIP dengan
definisi sebagai informasi yang berkaitan dengan hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan
pada waktu itu juga tanpa penundaan. Setiap Badan Publik
yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin
dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang
kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak
dan ketertiban umum, wajib memiliki standar pengumuman
informasi serta merta
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Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

mencakup informasi sebagai berikut:

a.

informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian
antariksa atau benda-benda angkasa;

. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti

kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan
nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror; yang bisa menyebabkan kekacauan;

informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

. informasi tentang racun pada bahan makanan yang

dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas
publik.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud

diatas, sekurang-kurangnya meliputi:

a.

b.

88

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan

pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik
masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang
menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
tersebut;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat
terjadi;



d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
ditimbulkan;

e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang
dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum,;

g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat
terjadi;

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau
pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya
dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Karena sifatnya yang mengancam hajat hidup dan
keselamatan orang banyak, Badan Publik wajib memastikan
informasi ini tersampaikan ke target terdampak dan serta
merta disampaikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat
mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga dapat
meminimalisir akibat atau dampak buruk yang ditimbulkan.
Untuk memastikan setiap Badan Publik menyampaikan
informasi yang wajib diumumkan serta merta secara tepat
dan efektif, dapat menyiapkan:

a. Mekanisme atau tata cara penyampaian informasi yang
efektif;

1. Diumumkan secara serta merta dengan menggunakan
bahasa yang baik dan benar, mudah dipahami, serta
media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya
penundaan;

2. Terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat yang
potensial menjadi korban;
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3. Pengumuman informasi serta merta sekaligus diberikan

informasi mengenai langkah-langkah mempersiapkan
diri dan tindakan yang harus diambil bila keadaan
darurat atau bahaya tersebut terjadi, prosedur dan
tempat evakuasi, cara mendapatkan bantuan, dll;

4. Diumumkan dengan media yang paling tepat untuk

menjangkau masyarakat (misal: pengeras suara, radio,
televisi, kentongan, dsb).

b. Memastikan satuan-satuan kerja yang berhubungan

mengetahui dan memahami job description terkait
mekanisme tersebut

c. Target terdampak yang membutuhkan informasi ini.

d. Contoh informasi serta merta:

1. Informasi mengenai rencana pemadaman listrik pada

wilayah tertentu (daerah industri, Rumah Sakit, dll),
merupakan target terdampak yang lebih rentan terhadap
akibat pemadaman;

. Informasi mengenai rencana penutupan jalan, seperti

kebijakan plat ganjil-genap di beberapa wilayah di
Jakarta.

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Setiap Saat adalah informasi yang harus

disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa
langsung diberikan kepada Pemohon Informasi Publik ketika
terdapat permohonan terhadap Informasi Publik tersebut.
Setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang
wajib tersedia setiap saat, meliputi:
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a.

5@ o

daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;

. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau

kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri
atas:

1. syarat-syarat dokumen pendukung seperti naskah
akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari
terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
diterbitkan; rencana kerja proyek termasuk di dalamnya
perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan
izin yang diberikan

data perbendaharaan atau inventaris
rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

agenda kerja pimpinan satuan kerja

. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga berikut

dokumen pendukungnya;
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informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau

laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian,
dan keuangan, antara lain:

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
dan keuangan

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi
nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan,
penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran
secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan
keuangannya

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;

m.daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
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. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik

yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya
manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta
laporan penggunaannya



p. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala;

q. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi
Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Tips: Informasi wajib tersedia setiap saat adalah informasi yang
bersifat pasif, dalam arti bahwa badan publik tidak perlu proaktif
menyebaluaskannya. Namun jika ada permintaan informasi terkait
jenis informasi ini, badan publik harus segera memberikan. Oleh
karena itu, sebelum ada permintaan informasi sebaiknya badan
publik sudah harus menyiapkan kategori informasi ini, dengan
demikian identifikasi informasi setiap saat yang sering diminta dan
pengarsipan menjadi faktor yang sangat penting dalam kesiapan
badan publik. Selain itu, untuk mempermudah PPID, informasi
yang tersedia setiap saat tersebut diunggah melalui website atau
disediakan di meja informasi, sehingga pelayanan informasi menjadi

lebih efisien dengan mengurangi waktu pencarian informasi.

Dalam menentukan kategori informasi publik, PPID dapat
menggunakan instrument bantu berikut. Instrumen ini
digunakan pada saat PPID bertemu dengan PPID Pembantu
dalam menentukan informasi publik apa saja yang diperlukan
dari PPID Pembantu. Instrumen ini diharapkan dapat
membantu PPID menentukan informasi publik apa saja yang
diperlukan dari PPID Pembantu termasuk mengontrol apakah
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informasi tersebut sudah pernah dimuktahirkan selama
setahun terakhir.

Informasi Secara Berkala

Daftar Informasi

Ringkasan Isi Informasi

Informasi

Update

1 Tahun Terakhir

Ya

Tidak

Profil Badan Publik

Alamat Lengkap, Tugas dan
Fungsi, Ruang Lingkup

Struktur Organisasi, satuan

kerja, profil pejabat struktural

Harta Kekayaan Pejabat Negara

Program dan/atau

kegiatan

Nama dan Program

Penanggung Jawab Program

Capaian Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Anggaran Program

Informasi Penerimaan CPNS

Informasi Calon Peserta Didik

Laporan Keuangan

Rencana dan Laporan Realisasi

Anggaran

Neraca
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Laporan Arus

Daftar Aset dan Investasi

Laporan Akses

Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi

Batas Waktu Penyelesaian

Permohonan Informasi

Permohonan Informasi Publik

yang diterima dan ditolak

Alasan Penolakan

Peraturan, Keputusan

dan/atau kebijakan

Informasi tentang peraturan,
keputusan dan/atau kebijakan
yang mengikat dan/atau

berdampak bagi publik

Hak dan Tata Cara
Memperoleh Informasi

Publik

Informasi Tentang Hal dan Tata
Cara Memperoleh Informasi

Publik

Informasi Tentang Tata Cara
Pengajuan Keberatan Serta
Proses Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik

Tata Cara Pengaduan
Penyalahgunaan
Wewenang atau
Pelanggaran Yang
Dilakukan Baik Oleh
Pejabat Badan Publik

Informasi tentang tata cara
pengaduan penyalahgunaan

wewenang atau pelanggaran
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Pengadaan Barang

Informasi tentang

pengumuman pengadaan

evakuasi keadaan

darurat

8 dan Jasa barang dan jasa
Prosedur peringatan Informasi tentang prosedur
9 dini dan prosedur peringatan dini dan prosedur

evakuasi keadaan darurat di

setiap kantor badan publik
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BAB V
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Pada hakikatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik mengamanatkan semua badan publik untuk membuka
semua informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara
untuk diakses oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat
informasi yang dikecualikan berdasarkan kriteria tertentu seperti
yang diatur dalam UU KIP pasal 17. Pengklasifikasian Informasi
Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang
Dikecualikan berdasarkan UU KIP. Rujukan utama aktivitas ini
adalah Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik. Pengecualian informasi harus
didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Informasi yang dikecualikan secara garis besar dan mendasar
adalah informasi sebagai berikut:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan
usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan.

Namun, PPID tetap perlu memperhatikan rincian dasar
pengecualian informasi publik, misalnya dengan memperhatikan
pasal 17 UU KIP.
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A. Asas Pengecualian Informasi Publik

1. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
yang berarti:

a. "Ketat" = pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan
berdasarkan Undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan Undang undang terkait lainnya,
misalnya

b. "Terbatas" = Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
tidak bersifat permanen.

2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar daripada membukanya atau sebaliknya.

B. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak
dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan pasal 17
UU KIP, Informasi publik yang dikecualikan meliputi :

1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum.
Yaitu informasi yang dapat :

a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu
tindak pidana

b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
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Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana -
rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional

. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak

hukum dan/atau keluarganya

. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau

prasarana penegak hukum.

. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan
perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha
tidak sehat.

. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, yaitu:

a.

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri

. Dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan

taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi

Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan
dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem
pertahaan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya

. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan

dan/atau instalasi militer
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€.

f.

£.

Data prakiraan kemampuan militer dan pertahanan
negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau
indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan/atau terkait kerjasama militer dengan negara lain
yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia
atau sangat rahasia;

Sistem persandian negara; dan/atau

Sistem intelijen negara.

4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia.
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. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi

nasional.

a.

Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara

. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan

model operasi institusi keuangan

Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan
negara/daerah lainnya

. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau

properti;

. rencana awal investasi asing

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau
lembaga keuangan lainnya; dan atau

. Hal - hal yang berkaitan dengan proses pencetakan

uang.



6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan
luar negeri.

a.

Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah
diambil oleh negara dalam hubungannya dengan
negoisasi internasional,

. Korespondensi diplomatik antar negara

c. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan

dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis

Indonesia di luar negeri

. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik

yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang.

7. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

a.
b.

Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik dan psikis seseorang;

Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;

. Hasil - hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan sesorang;
dan/atau catatan yang menyangkut pribadi sesorang
yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan nonformal.

8. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra
Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
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9.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang - Undang

C. Tata Cara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Ketika Badan Publik menyatakan suatu Informasi Publik

tertentu Dikecualikan, maka pengecualian Informasi Publik
tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi:

a.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
1. sebelum adanya permohonan Informasi Publik
2. pada saat adanya permohonan Informasi Publik

3. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas
perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh PPID atas
persetujuan Pimpinan Badan Publik

Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian
Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan
Klasifikasi.

D. Tahapan Pengujian Konsekuensi

1.
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Pelaksanaan uji konsekuensi dilakukan oleh PPID beserta
PPID Pembantu atau Pejabat unit kerja di lingkungan
Badan Publiknya. PPID berkoordinasi dengan pejabat pada
unit kerja atau PPID Pembantu yang menguasai dan
mengelola informasi tertentu untuk melakukan
Pengklasifikasian Informasi Publik.

PPID Pembantu dapat menyampaikan usulan informasi
publik yang dikecualikan untuk dilaksanakan pengujian
konsekuensi dengan melampirkan persetujuan dari



pimpinan Unit Kerja. Tahap ini dapat dilakukan ketika
PPID dan PPID Pembantu berkoordinasi membahas
informasi publik untuk Menyusun Daftar Informasi Publik
atau setiap waktu sesuai kebutuhan.

. PPID dapat menetapkan batas waktu penyampaian usul
informasi publik yang dikecualikan untuk pelaksanaan Uji
Konsekuensi

. Pengujian Konsekuensi dilakukan secara saksama dan
penuh ketelitian, dengan mempertimbangkan alasan
pengecualian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan kepentingan publik.

. Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap usulan
informasi publik yang dikecualikan, PPID wajib:

a. menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu
yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi

b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar
pengecualian

c. mencantumkan konsekuensi yang timbul jika informasi
dibuka/ditutup

d. mencantumkan jangka waktu pengecualian

. Hasil Pengujian konsekuensi terhadap usul informasi publik
yang dikecualikan dimuat dalam lembaran pengujian
konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan keterbukaan informasi publik. Hasil
pengujian menjadi pertimbangan tertulis yang dibuat oleh
PPID dan merupakan informasi yang tersedia setiap saat
setelah menjalani tahap penetapan serta persetujuan.

. Hasil pembahasan terhadap usul Informasi Publik dan
Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dibuatkan berita
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acara hasil pembahasan Daftar Informasi Publik dan
informasi dikecualikan

PPID menetapkan daftar informasi publik dan klasifikasi
informasi berdasarkan lembaran pengujian konsekuensi,
setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Badan
Publik, dengan surat Penetapan Klasifikasi yang paling
sedikit memuat:

1. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
2. identitas pejabat PPID yang menetapkan

3. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan

4. jangka waktu pengecualian
5. alasan pengecualian

6. tempat dan tanggal penetapan.

ALUR KERJA PENGECUALIAN INFORMASI
N

Penetapan
PPID tentang
pengecualian

informasi

Persetujuan
Pimpinan

« Identifikasi permohonan
Identifikasi dasar hukum pengecualian
* Rapat PPID dengan tim pertimbangan,
pengelola dokumen, bagian hukum, dan ahli
* Membuat kesimpulan

gl _I aw_//)\
[ ——

Gambar contoh alur kerja pengecualian informasi

* Menerima permohonan
* Cek DIP
* Klarifikasi alasan
tujuan/alasan




Berikut adalah format penetapan PPID terhadap klasifikasi
informasi yang dikecualikan dan lembar pengujian konsekuensi
untuk membantu PPID menentukan konsekuensi informasi
publik sebagaimana disalin dari Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2017:

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas.

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

MENGINGAT :| 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
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Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

Nomor...);
4 D8t simnnives
MEMPERHATIKAN | : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
Tahun.............
MEMUTUSKAN
| MENETAPKAN : | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
"PERTAMA : | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

| KEDUA : | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor........ Tahun

yang tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID /Badan Publik
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E. Teknik Pengujian Konsekuensi

Pengujian konsekuensi dapat dilaksanakan dengan
Langkah antara lain:

1. Dalam situasi informasi yang akan dilakukan uji
konsekuensi berasal dari permohonan informasi publik,
PPID melakukan klarifikasi informasi yang diminta untuk
memastikan relevansi permohonan dengan alasan/tujuan
permohonan.

2. Mengidentifikasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan
atau kepentingan yang akan dilindungi dengan menutup
informasi.

3. Mengidentifikasi dasar hukum (baik UU KIP maupun UU
lain) yang mendukung alasan menutup informasi tersebut
berdasarkan konsekuensi negatif yang timbul.

4. Jika ada dasar hukumnya, idenfitikasi apakah dasar hukum
tersebut masih relevan

S. Membuat kesimpulan:
a. buka jika terbukti tidak ada dasar hukum

b. buka jika terbukti ada dasar hukum tapi sudah tidak
relevan

c. tutup jika terbukti ada dasar hukum dan relevan

Berikut contoh uji konsekuensi untuk informasi yang
dikecualikan di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik Kemkominfo:

Setelah memastikan seluruh informasi publik yang dimiliki
dalam proses identifikasi informasi publik untuk Menyusun
daftar informasi publik, ada informasi publik yang diproduksi
Ditjen IKP yaitu Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
(DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
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Pranata Humas yang dikuasai oleh Kemkominfo. Dalam proses
identifikasi daftar informasi publik, informasi ini dinilai ada
kemungkinan termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
Oleh karena itu, uji konsekuensi terhadap informasi ini
dilakukan. Dalam proses telaah dasar hukum pengecualian
informasi, penelaah mengkaji informasi publik ini dengan
pasal 17 UU KIP, lalu penelaah menemukan bahwa informasi
publik ini sesuai dengan pasal 17 huruf h UU KIP, yaitu:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,
yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;
dan/atau

S. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan
dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan
pendidikan nonformal.

Secara spesifik, informasi ini dinilai dapat mengungkap
hasil evaluasi kapabilitas dan rekomendasi kemampuan
seseorang. Namun, untuk menggunakan pasal 17 huruf h,
perlu melihat pasal 18 ayat (2) UU KIP yaitu:

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain
apabila:
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a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan publik.

Setelah dikonfirmasi dengan satuan kerja penguasa
informasi, ditemukan bahwa (1) tidak ada persetujuan tertulis
dari pihak yang memiliki rahasia tersebut agar boleh diungkap,
dan (2) jabatan Pranata Humas tidak termasuk dalam kategori
jabatan-jabatan publik (misalnya kepala daerah, atau jabatan
strategis lain yang mengambil kebijakan yang mempengaruhi
masyarakat luas). Oleh karena itu, informasi publik Daftar
Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan
Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas
diusulkan menjadi informasi yang dikecualikan. Berikut
informasi publik tersebut dalam tabel lembar pengujian
konsekuensi:

Dasar Konsekuensi/Pertimbangan
hukum bagi Publik Jangka
Informasi
pengecualian waktu
) ) Dibuka Ditutup
informasi
DUPAK dan | Sesuai Dapat 2 Tahun
PAK dengan mengungkap
Jabatan huruf h hasil
Fungsional |angka 4 evaluasi
Pranata Pasal 17 UU | kapabilitas
Humas KIP dan
rekomendasi
kemampuan
seseorang
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F. Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

a. Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan
kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau
mengaburkan materi Informasi yang Dikecualikan. Sebagai
contoh, informasi publik tentang sebuah surat tugas ASN
yang mungkin dibutuhkan untuk konfirmasi suatu kejadian,
dapat dikategorikan sebagai informasi publik. Namun, ada
bagian di dalamnya yang tetap dikecualikan, misalnya
Nomor Induk Pegawai yang menunjukkan data pribadi
pegawai. Oleh karena itu, seandainya dokumen surat tugas
tersebut diperlukan, data pribadi ASN yang tertulis di
dalam surat tersebut, perlu dihitamkan atau dikaburkan.

b. PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian
informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik
sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap
keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

c. PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan
dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.Jangka Waktu Pengecualian

Seperti telah dibahas sebelumnya, salah satu asas
pengecualian informasi publik adalah "terbatas" yang berarti
bahwa informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen
dan ada jangka waktu terhadap pengecualian tersebut. Jangka
waktu pengecualian dapat dirujuk pada undang-undang yang
mempengaruhi masing-masing informasi publik, UU KIP, dan
utamanya pada Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010.
Jangka waktu yang diatur dalam PP 61 /2010 merujuk kepada
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kategori informasi yang dikecualikan di UU KIP dan rincian
jangka waktu untuk masing-masing informasi publik yang
dikecualikan adalah sebagai berikut:

1.

112

Jangka Waktu pengecualian Informasi Publik yang dapat
menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun atau jika Informasi Publik
tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan.

. Jangka Waktu pengecualian Informasi Publik yang dapat

mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan pertahanan dan keamanan negara.

. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
kekayaan alam Indonesia.

. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
ketahanan ekonomi nasional.

. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila

dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri



ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kepentingan hubungan luar negeri. Jangka
waktu pada Poin 3 - 6 ditetapkan oleh pimpinan tertinggi
badan publik bersangkutan.

7. Jangka Waktu pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
rahasia pribadi seseorang. Informasi ini dapat dibuka jika:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan
persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

9. Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-
surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang
berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ditaruh dalam tabel perbandingan, maka jangka
waktu pada setiap informasi publik yang dikecualikan adalah
sebagai berikut:
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Informasi yang

No Jangka waktu Keterangan
Dikecualikan

1 | Informasi Publik yang 30 Tahun Terbuka jika Informasi
dapat menghambat Publik tersebut telah
proses penegakan dibuka dalam sidang
hukum pengadilan

2 | Informasi Publik yang | sesuai dengan | -
dapat mengganggu | ketentuan
kepentingan peraturan
perlindungan hak atas | perundang-
kekayaan intelektual | undangan
dan perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat

3 | Informasi Publik yang | Selama jangka | ditetapkan oleh
apabila dibuka dan | waktu yang | pimpinan tertinggi
diberikan kepada | dibutuhkan badan publik yang
Pemohon Informasi bersangkutan
Publik dapat
membahayakan
pertahanan dan
keamanan negara

4 | Informasi Publik yang | Selama jangka | ditetapkan oleh
apabila dibuka dan | waktu yang | pimpinan tertinggi
diberikan kepada | dibutuhkan badan publik yang
Pemohon Informasi bersangkutan
Publik dapat
mengungkapkan
kekayaan alam
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Informasi yang

No Jangka waktu Keterangan
Dikecualikan

Indonesia

5 | Informasi Publik yang | Selama jangka | ditetapkan oleh
apabila dibuka dan | waktu yang | pimpinan tertinggi
diberikan kepada | dibutuhkan badan publik yang
Pemohon Informasi bersangkutan
Publik dapat
merugikan ketahanan
ekonomi nasional

6 | Informasi Publik yang | Selama jangka | ditetapkan oleh
apabila dibuka dan | waktu yang | pimpinan tertinggi
diberikan kepada | dibutuhkan badan publik yang
Pemohon Informasi bersangkutan
Publik dapat
merugikan
kepentingan hubungan
luar negeri

7 | Informasi Publik yang | sesuai dengan | -
apabila dibuka dapat | ketentuan
mengungkapkan isi | peraturan
akta otentik yang | perundang-
bersifat pribadi dan | undangan
kemauan terakhir
ataupun wasiat
seseorang

8 | Informasi Publik yang | Selama jangka | Informasi ini dapat
apabila dibuka dan | waktu yang | dibuka jika:
diberikan kepada | dibutuhkan a. pihak yang
Pemohon Informasi rahasianya
Publik dapat diungkap
mengungkap rahasia memberikan
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Informasi yang
No Jangka waktu Keterangan
Dikecualikan

pribadi seseorang persetujuan tertulis;

dan/atau
b. pengungkapan
berkaitan dengan
posisi seseorang
dalam jabatan-
jabatan publik
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan
9 | Pengecualian sesuai dengan | -

memorandum atau | ketentuan

surat-surat antar- | peraturan

Badan Publik atau | perundang-

intra-Badan Publik | undangan

yang berkaitan dengan

Informasi yang

Dikecualikan

H. Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

a.
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Dalam hal PPID menilai dan mempertimbangkan perlu
melakukan pengubahan klasifikasi terhadap suatu informasi
yang dikecualikan maka pengubahan tersebut hanya dapat
dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi dan



mendapat persetujuan dari Pimpinan Badan Publik

b. Yang dimaksud dengan 'mengubah klasifikasi informasi
yang dikecualikan" misalnya Informasi Publik yang semula
diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikecualikan
berkaitan dengan proses penegakan hukum kemudian
klasifikasinya diubah menjadi Informasi yang Dikecualikan
berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

c. PPID melakukan pengubahan melalui Lembar pengujian
konsekuensi atas pengubahan klasifikasi informasi yang
dikecualikan

d. PPID menetapkan pengujian konsekuensi terhadap
pengubahan Informasi yang Dikecualikan

e. Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka
Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan
penetapan dari PPID.

f. Penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

g. Dalam hal penetapan tidak dilakukan, Informasi yang
Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat
berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

Instrumen berikut dapat digunakan untuk melakukan
pengujian konsekuensi atas pengubahan klasifikasi informasi
yang dikecualikan, berikut formulir pengubahan penetapan oleh
PPID sebagaimana disalin dari Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 Tahun 2017:

117



(pang vepeg ueurdwid)

qrqnd veped/dlidd ded/pdw=is + ALL

minsiuspy

‘ueniaay

ynuad uep ewesyes vIeoss Jenqip 1ur ueyienosyiq Sued sewrojul sexyisery ueyeqnidusd seie susnyjasuoy uernSusg uenrwag

e

z

1

aLL

el1sy nun

ueyeqep

euwrey

ON

galo ueNrIRp

seie Ip [2qel eped ingssip euewedeqss ueymenosiq Sued sewrojul Isexmisey ueyeqnSusd seie Isusansasuoy ueimBusq emyeg

dnyniig dnanug wynqrq
ueyeqniuag
ueSuequiniag viuwnaqag ueSuequniag

ueyeqniusg vnwasg

wAumyvm
vybunl uvyIngasip)
nep eqduep

(DAUUDBUL QR /1SUBNYISUOY UDIDAN ISU3q)

qrqng 1deg ueduequniad /Isusniyasuoy]

uernensasusg
wnny reseq

ueyendaiq
Sues
..anEhO.uCH

ueyeqniusgd ueyne[p yesl

ur yeameq 1p [2qel eped uemingassip euvwedeqas ueyenocaiq Suel isewiojul depeyial isexysery

“p redwsizaq

NNHVL

unyel

JONON

“ueng

Cedduey

‘ur ey eped

NVMITVNOEMIA ONVA ISYINJOANI ISVMIAISYTIM NVHVENONHd SYLV ISNFNMISNOM NVIMNONId dvdNdT

118



Berikut adalah format penetapan pengubahan klasifikasi
informasi yang dikecualikan oleh PPID:

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR.... TAHUN....

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN....... TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :| a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
Publik.

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan
bersifat ketat dan terbatas.

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Nomor........
TahWweseives ; dasar hukum atas
dikecualikannya informasi tertentu perlu
dilakukan pengubahan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan
Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi

yang Dikecualikan.

MENGINGAT :| 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
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61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun... Nomor..., Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor...);

4. ‘D8t.ciissssssnns
MEMPERHATIKAN 1. Penetapan PPID Nomor......... Tahun. ...
tentang Pengeculian Informasi.........
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........
TN o
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas
Pengubahan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Nomor........ Tahun
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID
NOMOR........ TAHUN....... TENTANG KLASIFIKASI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
NOmOL .. .suo5s Tahun yang tercantum dalam
lampiran.... merupakan bagian tidak terpisahkan
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dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

TTD + Stempel/Cap PPID /Badan Publik
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BAB VI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Apa dan Kenapa Terjadi Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi dapat diartikan sebagai sengketa yang
terjadi antara badan publik dengan pemohon dan pengguna
informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan
menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
Saat permohonan informasi publik ditolak atau tidak dapat
dipenuhi oleh badan publik dan pemohon informasi publik
merasa keberatan dengan putusan badan publik tersebut,
maka situasi inilah yang dikatakan sebagai sengketa informasi
publik. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi
Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan
yang diberikan oleh atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan
yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima
oleh atasan PPID.

Pemohon informasi publik berhak mengajukan upaya
penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi yang disebut
sebagai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
Pemohon informasi publik wajib menyertakan dokumen
kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
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a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas
lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah
warga negara Indonesia; atau

2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita
Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah
Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi
kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima
atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi;
dan/atau

2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas
permohonan informasi;

c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh
atasan PPID; atau

2. surat pengajuan keberatan disertai tanda
pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda
terima;

3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa,
Permohonan harus disertai dengan surat kuasa. Pemohon
yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak
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disediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu
menyertakan dokumen permohonan informasi. Oleh karena
itu, badan publik harus memperhatikan kewajiban untuk
menyediakan dan mengumumkan informasi publik berkala.
Informasi publik ini dapat langsung diajukan ke sengketa
informasi publik tanpa melalui tahap permohonan informasi
publik terlebih dahulu.

Pimpinan Badan publik dapat memberikan kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa. Badan
publik wajib mengikuti semua tahapan dalam proses
penyelesaian sengketa informasi publik dan menaati keputusan
sidang sengketa di Komisi Informasi.

Persidangan dilakukan untuk memeriksa:
keterangan Pemohon atau kuasanya;
keterangan Termohon atau kuasanya;
surat-surat;

keterangan saksi, apabila diperlukan;

keterangan ahli, apabila diperlukan;

A

rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau
peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang
dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau

g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik
pusat merupakan wewenang Komisi Informasi Pusat.
Sedangkan, penyelesaian sengketa informasi publik yang
menyangkut badan publik tingkat provinsi merupakan
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wewenang Komisi Informasi Provinsi. Begitu pula dengan
penyelesaian sengketa informasi publik.

B. Tahapan Sengketa dan Menyikapi Sengketa Informasi
Publik

Tahapan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi
publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi nomor
1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik. Badan Publik negara dapat menggunakan
Peraturan Komisi Informasi tersebut dalam memahami
penyelesaian sengketa informasi publik secara rinci. Petunjuk
Teknis ini akan meliput beberapa aspek saja, utamanya hal-
hal yang perlu disiapkan dari sudut pandang badan publik.

Dalam menghadapi sengketa informasi, Badan Publik
menjalani beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum masuk ke tahap ini, Ketua Komisi Informasi
menetapkan Majelis Komisioner, terdiri dari Komisioner
Komisi Informasi, yang sekurang-kurangnya berjumlah 3
(tiga) orang atau lebih selama berjumlah gasal untuk
memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Pada
tahap ini, identitas Badan Publik diperiksa oleh majelis
komisioner Komisi Informasi dengan rinci; Badan Publik
berhak memberikan keterangan tambahan akan identitas
badan publiknya secara rinci. Selain itu, akan ditelusuri
lebih lanjut tentang informasi yang diminta oleh kedua
belah pihak antara Badan Publik dan Komisi Informasi.
Kemudian, Ketua Majelis Komisioner membacakan
ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon (badan
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publik) serta memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk menambahkan keterangan. Apabila, Termohon
belum memberikan keterangan tertulis sebelum
persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan
Termohon untuk memberikan keterangan singkat secara
lisan terkait Permohonan Pemohon

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:
a. kewenangan Komisi Informasi;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
informasi;

c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di
dalam sengketa informasi;

d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian
sengketa informasi.

Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan pada
pemeriksaan awal, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan
putusan sela untuk menerima ataupun menolak
permohonan. Apabila dirasa tidak perlu menjatuhkan
putusan sela, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan
diputus bersamaan dengan putusan akhir.

. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi
Informasi. Tahap ini merupakan pilihan para pihak dan
bersifat sukarela. Selama memenuhi persyaratan
pelaksanaan mediasi, Majelis Komisioner mewajibkan para
pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa
melalui mediasi terlebih dahulu dan dilakukan pada hari
yang sama dengan hari pertama sidang, atau Apabila para

127



128

pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada
hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja setelah proses ajudikasi dinyatakan
ditunda. Penyelesaian sengketa dengan mediasi hanya
dapat dilakukan terhadap pokok perkara:

a.

Tidak disediakannya informasi berkala seperti yang
disebut dalam pasal 9 UU KIP;

. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana

diminta;

. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

e. Pengenaan biaya yang tidak wajar

f. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur

dalam UU KIP

Pada tahap mediasi ini ada beberapa hal yang dapat
dijadikan catatan, antara lain:

a.

Mediasi dapat dilakukan di hari yang sama dengan
pemeriksaan pendahuluan

. Proses mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak

menghendaki lain,

. Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali

pertemuan. Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan
dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan agenda
dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan
kesepakatan para pihak.

. Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari

kerja sejak pertemuan mediasi pertama. Apabila



diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi
dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari kerja.

. Mediasi dilakukan di kantor Komisi Informasi atau di
kantor Badan Publik yang tidak terkait sengketa atau
tempat netral yang ditetapkan Komisi Informasi dan
disepakati kedua belah pihak. Selain di lokasi secara
fisik, proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan
langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan
mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa

. Pelaksanaan mediasi tidak berbiaya

. Mediator ditentukan oleh Komisi informasi dan ditetapkan
oleh Ketua Komisi Informasi atau Wakil ketua Komisi
Informasi jika ketua berhalangan.

. Mediator merupakan komisioner pada Komisi Informasi.
Namun, Ketua Komisi Informasi dapat menetapkan
Mediator Pembantu dengan persyaratan dan tata cara
yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

i. Para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian

Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau Majelis
Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal
adanya kondisi-kondisi bila mediator, mediator
pembantu, dan majelis komisoner:

1) terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau
istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak
atau kuasanya; atau

2) mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung
dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.
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j. Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu,
dan/atau Majelis Komisioner dilakukan paling lambat
2 (dua) hari kerja sebelum mediasi atau ajudikasi dimulai.
Penggantian lalu ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi.

k. Kaukus antara Mediator dengan salah satu pihak secara
terpisah dapat dilaksanakan apabila dinilai diperlukan.

l. Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

1) salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara
tertulis bahwa proses mediasi gagal;

2) salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari
perundingan; atau

3) kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu
mediasi;

4) Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang
jelas.

m. Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi
tidak dapat menjadi alat bukti di dalam ajudikasi maupun
persidangan di pengadilan terhadap perkara yang sama
maupun yang lainnya

. Ajudikasi Non Litigasi

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui tahapan
ini ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak
berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak yang
bersengketa atau para pihak menarik diri dari perundingan.
Namun, Majelis Komisioner dapat langsung memeriksa
pokok sengketa tanpa melalui proses mediasi bila penolakan
permohonan informasi atas alasan pengecualian yang
diatur dalam UU KIP. Dalam hal ini, Majelis Komisioner
melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas



penetapan informasi yang dikecualikan. Apabila dalam
penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana
dimaksud terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk
informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan
untuk melakukan uji kepentingan publik. Uji ini dilakukan
untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih
besar untuk membuka informasi daripada menutupnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP.

Sidang Komisi Informasi dilakukan dengan agenda
memeriksa dan memutus perkara yang dilakukan oleh
paling sedikit 3 (tiga) orang Komisioner Komisi Informasi
atau lebih dengan jumlah gasal. Sidang ini bersifat terbuka
untuk umum,; tetapi apabila ada dokumen yang termasuk
dalam pengecualian maka sidang dinyatakan tertutup.
Pelaksanaan sidang dapat melalui pertemuan langsung
ataupun tidak langsung. Tata cara persidangan melalui
pertemuan tidak langsung diatur dalam Keputusan Ketua
Komisi Informasi Pusat. Bila dilakukan dengan pertemuan
langsung, persidangan dapat diselenggarakan di:

a. Salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau

b. Salah satu ruangan di kantor Badan publik lain yang
tidak terikat dengan sengketa atau tempat lain yang
ditentukan oleh Komisi Informasi.

. Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh KI dimulai saat
sudah menerima salinan permohonan penyelesaian sengketa
informasi. Pihak termohon yang hadir saat tahap ini adalah
pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk
yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan
atau kuasanya. Pemeriksaan dapat dilakukan baik secara
lisan maupun tertulis.
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Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat
untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera
dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon
atas pertimbangan Majelis Komisioner. Apabila pemeriksaan
setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang
memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan
dilakukan tanpa kehadiran Pemohon. Selain itu, apabila
pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan sendiri oleh
Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat
mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat.

Pembuktian

Pada tahap ini, Badan Publik harus membuktikan hal-hal
yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak
dapat memberikan informasi yang diminta sesuai dengan
pasal 17 UU KIP. Badan Publik juga harus menyampaikan
alasan yang mendukung sikapnya apabila informasi yang
diminta oleh pemohon informasi publik apabila informasi
tersebut termasuk dalam kategori informasi yang
dikecualikan. Adapun alat bukti yang dapat diajukan dan
diperiksa dalam persidangan antara lain:

1) Surat sah yang telah dibubuhi materai;

2) Saksi yang telah diikat sumpah/janji menurut agama
dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan
lebih lanjut;

3) Ahli yang juga telah diikat sumpah/janji menurut agama
dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan
lebih lanjut terkait keahliannya dalam hal yang sedang
dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan pribadi
di dalamya;



4) Keterangan pemohon dan termohon yang lengkap dan
rinci serta sesuai dengan kejadian sebenarnya;

5) Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,
perbuatan, keadaan, peristiwa yang sesuai dengan alat
bukti lainnya;

0) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik atau yang memadai.

Majelis Komisioner dapat menolak saksi dan ahli yang
diajukan apabila:

a. Sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga
tidak memerlukan keterangan saksi dan/atau keterangan
ahli

b. Saksi dan/atau ahli dianggap memiliki kepentingan
yang bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak;
atau

c. Keahlian ahli yang diajukan tidak relevan atau diragukan
. Putusan

Paling lambat Tiga hari kerja sebelum sidang putusan,
para pihak dapat menyampaikan kesimpulan, baik secara
lisan maupun tertulis. Kesimpulan tertulis disampaikan
dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner
setelah tahap pembuktian selesai.

Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk
menghasilkan putusan yang dilakukan secara tertutup
dan bersifat rahasia, serta dipimpin oleh ketua Majelis
Komisioner. Putusan lalu diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum. Salinan putusan diberikan kepada para
pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sejak putusan dibacakan.
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Pasca Putusan

Saat proses penyelesaian sengketa informasi publik telah
dilaksanakan, pemohon informasi publik dapat menerima
hasil putusan atau tidak menerima hasil putusan dan
melanjutkannya ke tingkat banding. Apabila salah satu
pihak tidak setuju/tidak menerima hasil putusan, batas
waktu mengajukan keberatan akan putusan ini adalah 14
hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi.
Upaya hukum ini diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Upaya ke tingkat banding ini merupakan upaya hukum
berikutnya pasca putusan yang dapat dilakukan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat
adalah Badan Publik negara.

Pihak yang akan beracara di pengadilan pasca Putusan
Komisi informasi ini adalah pihak-pihak yang semula
bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon informasi
publik dan Badan Publik. Dengan demikian, Komisi
Informasi tidak dapat dijadikan pihak dalam proses
banding/upaya hukum.

Apabila upaya hukum yang dilaksanakan di PTUN masih
belum bisa diterima, dapat dilanjutkan dengan mengajukan
kasasi dan peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA).
Pengajuan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan
Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada
pemohon. Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1
(satu) kali.
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BAB VII
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA

A. Latar Belakang Pengelolaan Informasi Publik di Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
mengacu hal tersebut, Desa dapat dikategorikan sebagai
badan publik sendiri dan Komisi Informasi Pusat telah
menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagai acuan
pelaksanaan layanan informasi publik di desa. Rincian
pelaksanaan layanan informasi publik desa dapat dirujuk
dari peraturan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik
desa, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Desa (PPID Desa). PPID Desa adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi
publik desa. PPID Desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota dalam hal pengelolaan Informasi Publik Desa.
Desa harus mempersiapkan beberapa hal berikut untuk
mendukung posisinya sebagai badan publik:
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a. Kepala Desa harus menunjuk PPID dan menetapkan SK
PPID

b. Mempersiapkan website Desa dengan tujuan mempermudah
akses informasi oleh warga desa maupun warga negara
Indonesia lainnya

c. Mempersiapkan desk layanan Informasi

d. Mempersiapkan anggaran meliputi anggaran untuk sarana
dan prasarana, pelatihan, bimtek, sosialisasi dan
pengelolaan website

B. Penunjukan dan Penetapan PPID Desa

Susunan PPID desa dan perangkat pendukungnya
berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi nomor 1
tahun 2018 adalah sebagai berikut:

b. Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa.

c. Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris
Desa sebagai PPID Desa.

d. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa dapat
menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain.

C. Relasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PPID
Desa dalam Koordinasi dan Fasilitasi

Relasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PPID
desa adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa,
Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
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b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi
publik desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan
kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

c. Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah
Desa dapat membangun Sistem Informasi Desa.

d. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa
wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

. Informasi Publik Desa

Sesuai definisi dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor
1 tahun 2018, informasi publik desa adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima
oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Seperti badan publik lainnya, informasi
publik desa dikelompokkan menjadi; (1) informasi publik desa
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2)
informasi publik desa yang wajib diumumkan secara serta
merta; (3) informasi publik desa tersedia setiap saat, dan; (4)
informasi yang dikecualikan. Rincian informasi publik tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Informasi publik desa yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala paling lambat 1 (satu) kali
dalam setahun dan paling sedikit terdiri dari:

a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi,
tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat
pejabat;
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. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan

yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu
pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran
anggaran,;

. matriks Program masuk Desa yang meliputi program

dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah
Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data
penerima bantuan program,;

. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan
Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa;

. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa tahun berjalan;

. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling

sedikit:

1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
tahun anggaran; dan/atau

2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
masa jabatan;

. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit

terdiri atas:

1. laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

2. laporan realisasi kegiatan;

3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
terlaksana;

4. sisa anggaran; dan
5. alamat pengaduan;



daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah
Desa; dan

informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan
Informasi Publik Desa.

. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara
Serta Merta diumumkan paling sedikit pada papan
pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim
digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.
Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi
yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum paling sedikit:

a.

informasi tentang bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa;

. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti

pencemaran lingkungan;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan
teror;

. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang

menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

. informasi tentang racun pada bahan makanan yang

dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas
publik.

Standar pengumuman informasi yang mengancam hajat
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hidup orang banyak paling sedikit meliputi:

a.

potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;

. pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat

umuim;

prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat
terjadi;

. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang

ditimbulkan;

. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

f. pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
umum,;

. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan

darurat terjadi; dan

. upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau

pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya
dan/atau dampak yang ditimbulkan

. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat,

paling sedikit terdiri atas:

a.

Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi
ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai
informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan
informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi,
format informasi yang tersedia, jangka waktu
penyimpanan atau masa retensi arsip;

. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama



Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:

1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang
mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan
tersebut;

2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak;

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan
dan/atau keputusan tersebut;

4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;

S. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan
tersebut; dan

6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.

. seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib
disediakan;

. profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e. profil Desa;

f. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya;

. surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

. data perbendaharaan atau inventaris;

informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan
kepala Desa;

j. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan

Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa;

. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
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yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan
Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber
daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi
Publik serta laporan penggunaannya;

l. Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan
terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi
Informasi dan proses hukum lainnya;

m.Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau
Pembubaran BUM Desa;

n. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM
Desa; dan

o. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa.

. Informasi yang dikecualikan

Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik
Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi
yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi publik desa dibahas dalam
musyawarah desa, dan didasarkan pada pengujian
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa
menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.



E. Proses Permohonan Informasi Publik Desa dan Keberatan

1. Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa
kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.

2. PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon
Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta
cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik Desa.

3. PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik
Desa yang diajukan secara tidak tertulis.

4. PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan
permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran
pada saat permintaan diterima.

S. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat
penerimaan permintaan.

6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman informasi.

7. PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;

b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa
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yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi
yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya;

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan
yang tercantum sesuai uji konsekuensi;

. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian

dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang

dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut
dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

alat penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh

informasi yang diminta.

. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang

waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan
secara tertulis.

. Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan

keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa
berdasarkan alasan berikut:

a.

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian melalui uji konsekuensi;

. tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana

yang diminta;



e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; dan/atau
f. pengenaan biaya yang tidak wajar.
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur

10. Alasan dalam angka 9 huruf b sampai dengan huruf g,

dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah
pihak.

11. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukannya alasan pengajuan keberatan.

12. Atasan PPID Desa memberikan tanggapan atas keberatan
yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan
secara tertulis.

13. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahannya.

14. Dalam jangka waktu pemberian tanggapan, Atasan PPID
dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi
keberatan Pemohon Informasi Publik Desa.

F. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Desa

1. Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan
atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan
keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya
keputusan atasan PPID Desa.
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. Penyelesaian sengketa Informasi Publik disampaikan kepada

Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi
Kabupaten/Kota penyelesaian Sengketa Informasi Publik
disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi.

. Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi

penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan
kepada Komisi Informasi Pusat.

Penyelesian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.



Contoh Formulir Permohonan Informasi Publik di Desa

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Nama Desa, Alamat, Nomor Telpon)

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

*

1. IDENTITAS PEMOHON
Nama
Alamat

Pekerjaan
No Telp/Email R Ty T T N RN S Sup s TIYRn T

II. PERMOHONAN INFORMASI
Informasi Yang dimohonkan**

Alasan Permohonan

Cara Memperoleh Informasi** |:| Melihat/ membaca/ mendengarkan /Mencatat**
[J Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/ softcopy)***

Cara mendapat Salinan : [:| Mengambil langsung J Faksimili

Informasi**
[J Kurir J Email

D Pos

............. (tempat), .................(tanggal, bulan, Tahun)
Petugas Pelayan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(nama dan tanda tangan) (nama dan tanda tangan)
Keterangan:
¥ Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

ki Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
b Coret yang tidak perlu
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Contoh Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan
Informasi Publik di Desa

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Nama Desa, Alamat, Nomor Telpon)

FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

I. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor  Register PexmolODAIL 1 eavsssasssasssavsssassnsaassnsasassnsnsaasanasnsssnaseosonsssanssnsenssnsonsasons
Informasi
Tujuan Penggunaan Informasi

II. IDENTITAS PEMOHON
Nama
Alamat

Pekerjaan
No Telp/Email

III.IDENTITAS KUASA
PEMOHON**
Nama
Alamat

Pekerjaan
No Telp/Email

IV. Alasan Pengajuan Keberatan***
. Permohonan Informasi di tolak.
. Informasi berkala tidak disediakan
Permintaan informasi tidak ditanggapi
. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
. Permintaan informasi tidak dipenuhi
Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

WEERENN

V. Kasus Posisi (tambahkan kertas bila perlu)

i./l. Hari/Tanggal Tanggapan Atas Keberatan Akan Diberikan: [tanggal], [bulan], [tahu;].,
[diisi oleh petugas]***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan

terimakasih.
sovasiesos{USTPAY) fssvssisosserivins (tanggal, bulan, tahun)*****
Mengetahui******
Petugas Pelayan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(nama dan tanda tangan) (nama dan tanda tangan)
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Keterangan:

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan
keberatan

e Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat

Kuasa.

***  Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan
keberatan yang diajukan

++++  Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP

aer Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan
dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.

****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan ditandatangani

oleh petugas yang menerima pengajuan Keberatan.
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Contoh Format Surat Keputusan PPID Desa

Penolakan Permohonan

I.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN TASI
(Nama Desa, Alamat, Nomor Telpon)

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
NOMOr SUFAL:....cccueavnssasssasacisssssss®

IDENTITAS PEMOHON

Nama

Nomor Register Permohonan
Informasi

Alamat

Pekerjaan

No Telp /Email

Rincian Informasi Yang di
Mohonkan

0

awn

awk ke

II. KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian Informasi z C ol U KIP**
didasarkan pada alasan Undang-Undang Lain***
Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagai beriku
Dengan demikian menyatakan bahwa:
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK
Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak menerima Surat Keputusan ini.
............. (tempat), .................(tanggal, bulan, tahun)****
Pejabat P lola Infe i dan Dok i
(PPID)
(nama dan tanda tangan)
Keterangan:
*

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor surat permohonan Informasi Publik.

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a -i UU KIP.

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut
(sebutkan pasal dan undang-Undangnya).

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan
tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.

tentang




Contoh Format Surat Keputusan PPID Desa

Pemberitahuan Tertulis

156

tentang

Pekerjaan

No Telp/Email

Rincian Informasi Yang di
Mohonkan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Nama Desa, Alamat, Nomor Telpon)

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PEMBERITAHUAN TERTULIS
*

1. IDENTITAS PEMOHON
Nama
Nomor Regi F
Informasi
Alamat

II. PEMBERITAHUAN PPID
A. Informasi Dapat Diberikan

No Hal-Hal Terkait Informasi Publik Keterangan

1 | Penguasaan Informasi Publik** TKami
IBadan Publik Lain, Yaitu ....

N

Bentuk Fisik yang Tersedia** T Softcopy
| Hardcopy (Dokumen/Salinan
Tertulis)

3 | Biaya yang Dibutuhkan Diisi berdasarkan biaya yang dikeluarkan

untuk penyediaan informasi meliputi;

Penyalinan, Pengiriman, dan Lain-lain. ***
Waktu Penyediaan | ... Hari

Ul&|

F P /peng; an Informasi yang dimohon****
(tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan Karena**

[l Informasi yang diminta belum dikuasai

e

was

e

.

1 Informasi yang diminta belum didok il
Penyediaan informasi yang belum didol ik dilakul dalam jangka waktu
Wha
............. (tempat), .................(tanggal, bulan,tahun)*****
Pejabat P lola Inf i dan Dok tasi
(PPID)
(nama dan tanda tangan)
[Keterangan:

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor surat permohonan Informasi Publik.

Pilih salah satu dengan memberi tanda (V)

Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan
pos) sesuai denganstandar biaya yang telah ditetapkan. diatur dalam UU KIP dan
Peraturan ini. Segala biaya yang timbul ditanggung oleh Pemohon.

Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan
penghitamannya.

Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
Diisi oleh petugas dengan perhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan
tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.




Contoh Format Surat Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

060/ PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

LAMBANG (Nama Desa, Alamat, Nomor Telpon)
OEsA

SURAT TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN
*

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama
Nomor Register Keberatan
Alamat

Pekerjaan

No Telp/ Email

Rincian Informasi Yang di
Mohonkan

II. TANGGAPAN ATASAN PPID ATAS KEBERATAN
Bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon dan surat jawaban PPID, maka Atasan
PPID memberikan tanggapan sebagai berikut:**

III. KEPUTUSAN ATASAN PPID
Bahwa berdasarkan tanggapan Atasan PPID atas Keberatan Pemohon, disampaikan keputusan
sebagai berikut:
Menolak Keberatan Pemohon***
Memberikan sebagian Informasi yang Dimohonkan Pemohon
Memberikan seluruh Informasi yang Dimohonkan Pemohon

IV. JANGKA WAKTU

Berdasarkan Keputusan Atasan PPID, dengan ini memerintahkan kepada PPID untuk

memberikan  sebagian atau  seluruh  Informasi Publik yang diminta pada
(tahun)™**

..(tempat), .................(Tanggal, bulan, tahun)*****

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi(Atasan PPID)

(nama dan tanda tangan)

|Keterangan:

i Diisi oleh petugas berdasarkan nomor surat permohonan Informasi Publik.

. Diisi oleh Atasan PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 hurufa - i UU KIP.

e Diisi oleh Atasan PPID penolakan berdasarkan pengecualian informasai pada Pasal 17 huruf
a-i UU KIP atau peraturan perundang-undangan dan dikarenakan informasi belum
dikuasai/didokumentasikan

I***  Diisi oleh Atasan PPID apabila keberatan Pemohon diterima

[“**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis
sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.
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BAB VIII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika,
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik,
termasuk kehumasan Pemerintah Daerah. Sub urusan informasi
dan komunikasi publik meliputi salah satunya adalah pelayanan
informasi publik, yang kemudian terdiri dari: (1) pelaksanaan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan;
(2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah sub urusan informasi dan
komunikasi publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi menjadi:

a. Provinsi, dilakukan oleh:
1. Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan umum; dan

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non
kementerian, untuk pembinaan teknis;

b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
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Pembinaan teknis dilakukan dalam bentuk:

1.

Fasilitasi: meliputi kegiatan pemberdayaan pemerintahan
daerah, penguatan kapasitas pemerintahan daerah, dan
bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah.

. Konsultasi: dilakukan untuk mendapatkan petunjuk,

pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sifatnya mendesak
dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang
belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Konsultasi dapat dilakukan secara
langsung atau tidak langsung dan hasilnya harus
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

. Pendidikan dan pelatihan: diselenggarakan dalam rangka

pengembangan kompetensi teknis dan fungsional substantif
penyelenggara pemerintahan daerah.

. penelitian dan pengembangan: Pengkajian, penerapan,

perekayasaan, dan pengoperasian yang dilakukan dalam
rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian dan
pengembangan dijadikan dasar perumusan kebijakan.

Dalam pelaksanaan fungsi PPID, Dinas Komunikasi dan

Informatika perlu memperhatikan aspek yang menjadi kewajiban
dan menjaga kualitas seperti:

1.

Penunjukan PPID;
a. Penunjukan PPID Utama

b. Penunjukan PPID Pembantu

. Penetapan Standar Prosedur Operasional

. Rutinitas aktivitas pengumpulan dan penyediaan informasi,

termasuk keaktifan PPID Pembantu menyampaikan informasi
publik
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Noak

Pembuatan dan penetapan Daftar Informasi Publik
Pendokumentasian informasi publik

Publikasi informasi publik yang wajib diumumkan
Pelayanan permohonan informasi publik sesuai dengan batas

waktu dan hak serta kewajiban pemohon dan/atau badan
publik
8. Sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk:

a.

Situs resmi badan publik yang aktif mempublikasikan
informasi publik berkala dan serta merta

Situs resmi badan publik yang dapat menjadi akses layanan
informasi publik bagi masyarakat

Keaktifan media lain milik badan publik untuk
menyampaikan informasi

Ruangan dan infrastruktur pendukung layanan informasi
publik, seperti meja layanan, formulir, alat tulis, dan
informasi tata cara permohonan informasi publik

Keberadaan dan keaktifan petugas layanan informasi publik
dalam melayani pemohon informasi publik

Standar biaya perolehan Salinan informasi publik yang
sudah ditetapkan

9. Alokasi anggaran yang memadai bagi layanan informasi publik

10.

11.

12.

Penyusunan Laporan tentang layanan informasi publik dan
penyampaian salinannya pada Komisi Informasi Provinsi.

Pembuatan dan penetapan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan, termasuk lembar pengujian konsekuensi

Pembuatan dan penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi
yang Dikecualikan, termasuk lembar Pengujian Konsekuensi
atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
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13.

14.

15.

16.
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Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi perlu secara
aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak
masyarakat mendapatkan informasi serta tata cara
memperoleh informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi melakukan
pembinaan dan monitoring tidak hanya pada internal badan
publik provinsi, namun juga kepada PPID Kabupaten/Kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota juga
perlu memantau dan melakukan pembinaan pada PPID
Desa. Meskipun desa adalah badan publik sendiri, tetap
perlu garis koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten/Kota.

Apabila Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota
mendapat kesulitan dalam melakukan pembinaan PPID
Desa, Dinas Kominfo dapat berkonsultasi dengan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa.



BAB X
PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan panduan bagi Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pelayanan
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun
2019 dengan spesifikasi pada pelaksanaan fungsi PPID. Beberapa
poin penting yang merupakan rangkuman atas petunjuk teknis
ini adalah:

1. Organisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan informasi dan
dokumentasi, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian
sengketa informasi publik. Keberadaan struktur organisasi
bukan berarti menyusun organisasi baru, namun
memaksimalkan bagian organisasi yang sudah ada. Oleh
karena itu, organisasi ini bersifat seperti kelompok kerja yang
ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan badan publik.
Semua bagian dalam struktur memiliki tugas dan tanggung
jawab masing-masing yang berdampak pada kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Permenkominfo
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunkasi dan Informatika,
PPID terdiri dari:

a. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten /Kota.
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b. PPID Pembantu, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat
daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala
bagian pada sekretariat daerah Kabupaten/Kota, sekretaris
dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah,
dan sekretaris camat.

c. PPID pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan
informasi dan komunikasi publik

Struktur Organisasi dapat ditambahkan sesuai dengan

kebutuhan badan publik negara dan regulasi, selama memenuhi
ketentuan dasar dari regulasi yang ada, baik UU KIP, Peraturan
Komisi Informasi Pusat, Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika, dan peraturan lainnya. Salah satu badan publik
negara yang perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan
kebutuhan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu
mengikuti UU nomor 29 tahun 2007.

3.

PPID dapat menugaskan Pejabat Fungsional Tertentu untuk
melaksanakan tugas PPID yang sesuai dengan butir kegiatan
para pejabat fungsional tertentu tersebut. Beberapa pejabat
yang direkomendasikan adalah Pranata Humas, Pranata
Komputer, dan Arsiparis. Meskipun demikian, tidak tertutup
kemungkinan untuk menugaskan pejabat fungsional yang
lain.

. Dalam proses pengelolaan informasi dan dokumentasi, PPID

perlu melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam
melakukan pengumpulan informasi publik. Informasi Publik
ditinjau bersama dengan merujuk pada peraturan yang ada
seperti UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Pusat, dan
peraturan perundangan lainnya. Informasi publik kemudian
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dikumpulkan dalam Daftar Informasi Publik serta diarsipkan,
baik oleh PPID Utama, unit yang membantu pengarsipan atau
PPID Pembantu.

. Dalam melakukan pelayanan informasi, PPID perlu bertindak
lebih aktif dan mempertimbangkan diversifikasi media, seperti
media sosial atau media baru, dengan prinsip dapat
menjangkau seluruh masyarakat dan mudah dipahami yang
dijabarkan dalam Petunjuk Teknis ini. Meskipun pelayanan
via media sosial atau media baru akan bersifat lebih cair,
Pelayanan informasi tetap perlu mempertimbangkan ketentuan
dalam UU KIP karena ada hak dan kewajiban pemohon
informasi dan badan publik negara yang perlu tetap terjamin,
misalnya secara aktif membantu pemohon informasi di media
sosial dengan memberikan formulir melalui fitur direct message.

. Untuk mempermudah layanan informasi bagi masyarakat,
pelayanan informasi oleh PPID Pembantu juga perlu
diperhatikan oleh PPID Utama. Buku ini telah menjabarkan
rekomendasi alur pelayanan informasi sampai dengan
penanganan kebaratan yang diajukan dari PPID Pembantu.

. Untuk mempermudah penyusunan laporan informasi akses
informasi publik oleh PPID yang diwajibkan dalam UU KIP,
PPID perlu melakukan pendataan aktivitas layanan informasi
publik secara rutin, baik mingguan atau bulanan, sehingga
data untuk laporan tahunan lebih mudah untuk disusun.

. Hampir semua informasi publik adalah informasi yang telah
rutin diproduksi oleh badan publik negara. Oleh karena itu,
hampir semua informasi publik tidak perlu lagi dibuat khusus
namun cukup menempelkan tautan yang sudah ada
sebelumnya. Misalnya, untuk memenuhi kewajiban publikasi
informasi berkala tentang pengumuman pengadaan barang
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dan jasa, badan publik negara cukup menempelkan tautan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Contoh lain, dalam memenuhi
kewajiban publikasi informasi berkala tentang daftar Peraturan
Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang
telah disahkan atau ditetapkan, badan publik negara cukup
menempelkan tautan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) badan publik tersebut.

. Pada hakikatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik mengamanatkan bahwa semua informasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan negara terbuka untuk diakses oleh
masyarakat. Namun demikian, terdapat informasi yang
dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, seperti yang diatur
dalam UU KIP, utamanya pasal 17 UU KIP dengan pasal
pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan di pasal
18 UU KIP.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap

11.

Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk
diakses oleh setiap Orang. Aktivitas dan tahapan uji
konsekuensi dilaksanakan bersama oleh PPID Utama beserta
PPID Pembantu, sesuai dengan tahapan di buku ini dan
Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017. Hasil
klasifikasi informasi yang dikecualikan ditetapkan oleh PPID
setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan
publik di pengujian konsekuensi.

Dalam melakukan pengecualian, PPID mempertimbangkan
jangka waktu retensi berdasarkan peraturan perundangan
atau peraturan lain yang mengatur tentang jangka waktu
retensi arsip, misalnya peraturan internal badan publik
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12.

negara tersebut. Bila ada pengubahan klasifikasi informasi
yang dikecualikan, PPID perlu menetapkan uji konsekuensi
terhadap pengubahannya. Hal yang perlu diingat adalah
Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu
Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan
dari PPID. Penetapan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
Apabila penetapan tidak dilakukan, Informasi yang
Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya
Jangka Waktu Pengecualian.

Di dalam sengketa informasi publik, Badan publik wajib
mengikuti semua tahapan dalam proses penyelesaian
sengketa informasi publik dan menaati keputusan sidang
sengketa di Komisi Informasi. Buku ini membagi tahapan
sengketa informasi publik sebagai berikut:

a. Pemeriksaan pendahuluan
Mediasi

Ajudikasi non litigasi
Pemeriksaan

Pembuktian

"o a0 o

Putusan

g. Pasca Putusan

13. Meskipun demikian, tahapan dapat saja dilewati, misalnya

14.

apabila sengketa informasi publik adalah tentang informasi
yang dikecualikan, tahap sengketa tidak melalui tahap
mediasi, namun langsung ke ajudikasi non litigasi

Desa dikategorikan sebagai badan publik sendiri dengan
adanya UU nomor 6 tahun 2014 dan mengikuti standar
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layanan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Desa. Kondisi ini bukan berarti bahwa
Badan publik negara Pemerintah Kabupaten tidak memiliki
relasi dengan Badan publik desa. Pemerintah Kabupaten
memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan
fasilitasi PPID Desa. Untuk melaksanakan pembinaan, Dinas
Kominfo dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
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